
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEI{YELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman :

PUTUSAN
Nomor: 1 48-PKF-DKPP/V| I 2OL9

DEUTAIT KEIIORIIATAIT PEIITYELEITGGARA PEMILIHAIT UMUM
RTPI'BLIK IITDONTSIA

DEIUI KIADIL/Til DAN KEHORMA'TAN PTNYELEITTGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada ting!<at pertama dan terakhir Pengaduan
Nomor: 119-P/I-DKPP|VI|2O19, yang rliregistrasi dengan Perkara Nomor 148

-PKE-DKPP IVI/ 2OL9, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode
Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

L IDEITTITAS PDNGAX'U DAIT TERADU

[1.1] PEnGADU
Nama : Syamsul Bahri
Pekerjaan /l*mbaga : Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi, DPW

PKS Provinsi Sulawesi Barat
Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan l(arema,

Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,
Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut sebagai--- -------Pengadu

TERHAI'AP
[1.2] TERATTU
1. Nama : Ilasanrddin

Pekerjaan/Lembaga : Ketua PPK Kecamatan Karossa, Kabupaten
Mamuju Tengah, Frovinsi Sulawesi Barat

Alamat : Jalan Poros Mamuju-Palu KM 8,
Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah,
Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut sebagai--- -------Teradu I
2. Narna : Ricar Arther

T)^t-^--:^-- /T ^*l-^-^ . V-+1-^ T)T)Cr T\^^^ f7^*^'^^^ f,r-^^*^+-- tr--^^^^
a r e t'vva raeeq.*qra- -dvq,

Kahrrnaten Mamrrirr tengah
Provinsi Sulawesi Barat

Alamat : Desa Karossa, Kecamatan Karossa,
Kabupaten Mamuju Tengah

Sciau{uurya riiscirur- sui;agai--- ------Tsradu iI
.-l la--L

Salinm putusm ini tidak bisa dipugunakm sebagai rujukm rsmi atau alat bulcti.'''h lanjut, hubungi Sekretris Persidangm DKPP RI, Jl. MH. Thffiin No- 14, Jakrta Pusat 10850,
rerp. (o2 1) s 1e7?::j,,,f;1:t:^, \ ste224s,
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Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah
Alamat : Jalan Poros T\rmbu. Desa Topovo.

Kecamatan Topoyo,
r\auupalcu lvrar[uJ u r clr8,4lr,

Provinsi Sulawesi Barat
Selanjutnya disebut sebagai--- -----Teradu III

4- frfama : Abd Rehman
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kecamatan Karossa,

Kabupaten Mamuju Tengah,
Provinsi Sulawesi Barat

Alamat : Desa Karossa, KM 5, Kecamatan Karossa,
Kabupaten Mamuju Tengatr,
Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut sebagai--- ------Teradu fll
5. Nama : Abdul Jalal

Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kecamatan Karossa,
Kabupaten Mamuju Tengah,
Provinsi Sulawesi Barat

Alamat : Desa Karossa, KM 5, Kecamatan Karossa,
Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi
Barat

Selanjutrrya disebut sebagai--- -------Teradu V
6. Nama : Sutyadi Rehmat

Pekerjaan/Irmbaga : Ketua KPU Kabupaten Mnmtrjs Tengah
Alamat : Jalan Poros T\rmbu, Desa Topoyo, Kecamatan

Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah,
Provinsi Sulawesi Barat

Sel;anjutnya disebut sebagai--- ------Teradu VI
Selanjutnya Teradu I s.d Teradu VI disebut sebagai -para Teradu

[1.3] Membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Membaca jawaban Para Teradu;
Mendengar keterangan Para Teradu;dan
Memeriksa dan mempelajari dengan saksema segala bukti yang
diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] ALlrSArrr DArs poKoK PETTGADUAN PENGADU
sanwa rengaou mengaJuKan pengaouan r<epaoa L,ewan ltenorma[an
n------l--- n--^it-- ,^^l--:--+-.--^ -':--l*--a nr/nD --1-- ..-.-- lr^*-^-- n^--"-^-,.---

152-P/L-DIAP/VI|2OL9 tertanggal 29 Mei 2019 yang diregistrasi dengan
Perkara Nomor 148-PKE-DI<PPIr./I/2019, yang pada pokoknya menguraikan
sebagai berikut:r:i:l,f 

::i',:1Y':::1.1-TStr',:i?T:i::;.',.'::TifiT:1Y:T:'-",:'-.
Salinan putusm ini tidak bisa dipergu.nakm sebagai rujukm rsmi atau alat bukti.

Untuk infom*i lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidmgan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakata Pusat lO35O,
Telp. {ml) 31922450, FaIr (021) s192245,
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Di uh dari laman :

Teradu III (Anggotaa KPU/ Korwil kecamatan) Teradu IV [Ketua

Panwascam). dan Teradu V {Angsota Panwascaml dalam hal adanva

penggelembungan data Pengguna Hak pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK)

ul rrJ J, J, t, 6, Y, LZ, l)ALt lJ trlltula l-,rJtrJ r\aUUIJatCu/ ^u[a' 
r/rrsJ

Provinsi, dan DPR RI di Desa Karossa (Bukti P-1 s'd P-21) dimana Teradu

I s.d V tidak mengindahkan protes Pengadu/Pelapor untuk melakukart

pert-.oik.n de:rgan melaLulzal penceqlsr-al dan pencccckan dsft'r h'dir
C-TDPKdenganjumlahkota]<suaravansadadalamkotaksuaraDPRI)
Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Teradu I, II, dan III tidak

mau membuka kotak suara. Teradu IV dan V tidak membuat rekomendasi

membuka kotak suara, padahal padahal jelas sekali te{adi
penggelembungan Data Penggna Hak Pilih Daftar Pemilih Khusus,

dimarra dimana data pemilih datam DPK Model A.DPK-KPU (Bkti P-22)

lebih sedikit dari jumlah pengguna hak pilih DPK' Namun pihak

TErlapor/ Terad tetap saja menetapkan hasil rekapitulasi yang ditangkan

daLam Sertifftat Rekapitulasi Model DAAI-DPRD Kab/Kota, DAA1 DPITD

Provinsi, dan DAA1 DPR RI (Bukti P-23) sehingga Pelapor/Pengadu

membuat pernyataan keberatan yang dituangkan dalam Formulir DA2-

KPU (Bukti P-24). Teradu patut diduga melalggar ketentuan Pasal 6

huruf c, Pasal 378, Pasal 379, dan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang pemilihan Umum serta Pasal 5 dan Pasal 6
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Penyelenggara Pemilu.
Teradu I pada saat mulai membacakan hasil rekapitulasi kecamatan

berusaha menyembunyikan adanya kejadian khusus keberatan

Pengadu/Pelapor. Sehingga Pengadu kembali mengajukaa pmtes (P-301.

Barulah kemudian Teradu I mul,ai membacakan (P-30) dan ban-rlah

setelah itu di dibuat BA pembetulan oleh Teradu VI (Ketua KPU) (Bukti P-

25) dan salinannya diserahkan kepada Pengadu. Seketika itu pula
Pengadu meneliti dokumen BA perbaikan, dan ternyata masih
ditemukan kejanggalan yakni upaya menyembunyikan data perbaikan
yang diprotes Pengadu sehingga Pengadu kembali mengajukan keberatan
dengan mengisi formulir DB-2 KPU (Bukti P-26). Teradu diduga melanggar

ketentuan Pasal 2 ayat (21 huruf b Peraturan KPU Nomor Nomor 3 Tahun
2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu, serta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum serta
Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode

Etik dan Pedoman Perilalu Penyelenggara Pemilu.
Atas kejadian di atas, Pengadu menduga para Teradu tidak jujur dan
diduga beke{asama dengan pihak lain yang diuntungkan sehingga
Pengadu mengajukan laporan dugaan pelalggaran Administrasi Pemilu
TSM ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Bkti P-27) dan laporan diterima

3

Erosn-lrr Dr^rrihai

fBukti P-30).

tEltlzti D-Oal rrn+rrL iil.rait+lzon -'ilorc hah,{.hrr11r-h

[2.2] PErrrUM PET|GNTU
Pengadu memohon agar DKPP memeriksa dan memutus Pengaduan Pengadu.

lZ.Jl lruhlr g!,ll t AIrU

Salinan putu6.n ini tidak bisa dipcrgunakan scbaaai rujuka rami atau alat buldi-
Untuk infomasi Iebih lanjut, hubu.gi S.laetais P..sidegd DKPP RI, J. MH. Thatrin No. 14, Jakaita Pusat to35o,

Tdp. {@rl 31922450, Fs (o2l) 3192245,
Email: inf@dkpp.so.id
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Diunduh dari laman :

Bahwa untuk membuktikan dalit-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti

vanq ditandai denqan bukti P-l s.d P-30 sebaeai berikut:

llo Kode Bukti Uraian

1. Bukti P-l : Serlifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

Anggota DPRD Kabupaten/Kota Form Model Cl
DPRD Kabpaten /Kota TPS 3 Desa Karossa,

Kecamatan Karossa

3 Bukti P-3

;;." ;;;;o'"i""'- 
".a? "i ""*" "'"*r.L*t3 Desa Karossa Kecamatan Karossa

Sertifrkat Hasil Penghitungan Suara Calon

Anggota DPR Form Model Cl DPR TPS 3 Desa

Karossa Kecamatan Karossa
Sertifrkat Hasil penghitungan suara Calon

Anggota dPRD Kabupaten Form Model C1 DPRD

Kabupaten/Kota TPS 5 Desa Karossa Kecamatan

Karossa
Sertifikat Hasil Perhitungan suara calon Anggota

DPRD Provinsi Forrn Model Cl DPRD Provinsi TPS

5 Desa Karossa Kecamatan Karossa
Sertlfikat Hasil Penghitungan Suara Calon

Anggota DPR Form Model Cl DPR TPS 5 Desa

Karossa Kecamatan Karossa
Sertifikat Hasil penghitungan suara Calon

Anggota dPRD Kabupaten Form Model C1 DPRD

Kabupaten/Kota TPS 7 Desa Karossa Kecamatan
Karossa
Sertifikat Hasil Perhitungan sua.ra calon Anggota
DPRD Provinsi Form Model Cl DPRD Provinsi TPS

7 Desa Karossa Kecamatan Karossa
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota DPR Form Model Cl DPR TPS 7 Desa

Karossa Kecamatan Karossa
Serttfikat Hasil penghitungan suara Calon
Anggota dPRD Kabupaten Form Model Cl DPRD

Kabupaten/Kota TPS I Desa Karossa Kecamatan
Karossa
Sertilikat Hasil Perhitungan suara calon Anggota
DPRD Provinsi Form Model Cl DPRD Provinsi TPS

8 Desa Karossa Kecamatan Karossa
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota DPR Form Model C1 DPR TPS 8 Desa

4. Bukti P-4

5 Bukti P-5

6 Bukti P-6

7 Bukti P-7

'ta D..l-+; l) t a
I\AI OSSA I\CCAIIIALIUI ITAI USSA
Cl^Jj€l--+ Tr^^jl *^--4.:+.'-*^-

8

I

Bukti P-8

Bukti P-9

10. Bukti P-10

11. Bukti P-l1

L2. Bukti P-12

L.+. t,UKIf r-r.f

Anggota dPRD Kabupaten Form Model Cl DPRD

Kabupaten/Kota TPS 9 Desa Karossa Kecamatan
Karossa

:H5:':::l-:T:::-:i:H::T:_,T*:
Salinm putusm ini tidak bisa dipergu.nakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk infomai lebih lmjut, hubungi Sekretris Persidmgm DKPP RI, Jl. MH. Thmin No. 14, Jakata Pusat lO35O,
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SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman:

15. Bukti P-15

L6. Bukti P-16

17. Bukti P-17

18. Bukti P-18

19. Bukti P-19

20. Bukti P-20

21. Bukti P-21

9 Desa Karossa Kecamatan Karossa
Sertifikat Hasil Penghitunqan Suara Ca]on
Anggota DPR Forrn Model Cl DPR TPS 9 Desa

l\al US$a l\Euit,luaLarr r\al ussa
Sertilikat Hasil penghitungan suara Calon
Anggota dPRD Kabupaten Form Model Cl DPRD
I{qtrrrnnten lKnla TPS l2 Desa KaloSSa KeCarttat-an::-L-uF-L-v

Karossa
Sertifikat Hasil Perhitungan suara calon Anggota
DPRD Provinsi Form Model Cl DPRD Provinsi TFS

12 Desa Karossa Kecamatan Karossa
Serlifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota DPR Fonn Model Cl DPR TPS 12 Desa

Karossa Kecamatan Karossa
Sertifikat Hasil penghitungan suara Calon
Anggota dPRD Kabupaten Form Model C1 DPRD

KabupatenlKota TPS 13 Desa Karossa Kecamatan
Karossa
Sertifikat Hasil Perhitungan suara calon Anggota
DPRD Provinsi Form Model Cl DPRD Provinsi TPS

13 Desa Karossa Kecamatan Karossa
Ser[ifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota DPR Form Model C1 DPR TPS 13 Desa
Karossa Kecamatan Karossa
Daftar pemilih khsuus (DPK) Model A.DPK-KP
Serttfikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
calon anggota Dewan Perwakilan Ra}ryat dari
setiap TPS Pemilihan dalam Wilayah Kecamata,n
Model DAAI-DPR
Mode1 DA2-KPuPernyataan keberatan saksi atau
Catatan Kejadian Khsusus Rekapitlasi Hasil
Penghitngan Perolehan Suara di tingkat
Kecamatan etrtanggal 23 April 2Ol9
BA KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor
46 I PL.O 3.6 -F'A I 7 606 / Kp-Kab I Y I 20 L9 etrtanggal
5 Mei 2O19;
Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau
Catatan kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten
Mamuju Tengah, tertanggal6 Mei 2OL9;
Formlir Model adm-2 Laporan Pelanggaran ADM
Pemil/Adm.Pemilu, Nomor 01/S/PKS ILPlV /2019
fcr*onacol 1O l\Iai tn1O.

Formulir Model Adm-3 Tanda terima Berkas
Nomor 102/ADM.BERKAS/BWSL.PROV-
SR/TU.OO.OllV l2Ul9 tertanggal 13 Mei 2019
Formulir Model ADM-7 Putusan Pendahuluan

n, , 
^nrr 

rhrrrnT hnnt,
rruruur v tllwlvll uYlu!.I l\vr

22.
23.

Bukti P-22
Bukti P-23

24. Bukti P-24

Bukti P-25

Bukti P-26

Bukti P-27

Bukti P-28

Bukti P-29

25

26

27

28

29

30
in nn /PRI\iII.r I tv I )ola.

Bukti P-30 : Flash disc rekaman video kejadian khusus protes
Salinm Putusm ini tidak bisa dipergunakm sebagai rujukm resmi atau alat bukti.

Untuk informai lebih lmjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl, MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat lo35O,
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SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEI{YELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman:

Pelapor terhadap Terlapor I saat rekapitulasi
tinekat kabupaten pada tanesal 6 Mei 2019.

[2..+t tlllwllrrllIl l. lrltIllrt

Bahwa dalam sidang pemeriksaan DKPP tanggal 13 Juli 2019, Para Teradu

telah menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut:
lA a, ll .fosrolr<rt 'Farsdrr fto- '- -r
12,4. l, Ll Telrtang tkscosi:
1. Bahwa Teradu I menyatakan menolak seluruh materi aduan pengadu,

kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui
kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum Teradu I;

2. Bahwa aduan pengadu tidak memenuhi syarat formil aduan sebagaimana

yang telah diatur Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggar"a Pemilu

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OL9 tentang Perubahan Atas
peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2Ol7 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara

Pemilihan Umum, dalam Pasal 1OA berbuyi: Dalem hal Teradu dan/atau
Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai anggota:

a. PPK;
b. PPS; atau
c. KPPS,
Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada KPU atau KIP

KabupatenlKota atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berpedoman
pada Peraturan KPU atau Bawaslu.
Selanjutnya Pasal 10B berbunyi: Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor
yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai anggota:

a. Panwaslu Kecamatan;
b. Panwaslu Kelurahan/Desa; atau
c. Pengawas Tempat Pemungutan Suara,
Pengaduan dan/atau l,aporan diajukan langsung kepada Bawaslu
Kabupaten / Kota de ngan berpedoman pada Peraturan Bawaslu'
Hal tersebuat dipertegas dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor: 225 |PP.OS-SD/Q1/KPU/1 L I 2Ol9 Tanggal 6

Februari 2OL9 Perihal Surat Edaran tentang Penanganan dugaan
pelanggaran kode etik oleh PPK, PPS dan KPPS.

3. Bahwa berkaitan dengan poin 2 (dua) tersebut diatas, aduan pengadu

sebagaimana diketahui telatr mengadukan pihak-pihak yakni:
1. Nasaruddin

Jabatan Ketua PPK Kecematan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah
Provinsi Sulawesi Barat sebagai Teradu L

2. Ricar Arther
Jabatan Ketua PPS Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten
l\rf omrrirr'Tlanaoh Drnrzin si (Irrl-.rraoi Elo ro f eaha ooi'Tpro ll r r fT

3. Abd. Rahman
Jabatan Ketua Panwaslu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju
Tengah Provinsi Sulawesi Barat sebagai Teradu [V.

4. Abdul Jalil
vau4L4LL /U155Vlg r OlrVi4OlU l\UL4ulolala a\@VOJ4 TUVUPOLUTI aTTO-IIUJU

Tenoqh Prrrvinsi Srrleruesi Flaref qetrqooi Teradrr V

Salinm putusan ini tidak bisa dipergunaku sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk infomxi lebih lmjut, hubungi Sekretais Persidagan DKPP RI, Jl. MH. Thffiin No. 14, Jakata Pusat 10350,

Telp. (o21) s1922450, Fa:<- (O2l) 3192245,
F*-:1. i-ar^,Ir-- -^:J
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Diunduh dari laman :

Bahwa ad"uan pengadu adalah cacat prosedural dan melanggar ketentuan

sebaqaimana Terad.u I sampaikan pada poin 2 {dua) diatas karena pada

kenyataannya aduan pengadu yang berkaitan dengan teradu I, teradu II,

U'raJuKaIrriinE,SuIIS,KeIJaua.t\r\Jalaul\rrAauupaLclr/Iluta.aLauElawaslu
Kabupaten/Kota sedangkan teradu IV dan teradu V diajukan langsung

kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Dimana pengadu belum pernah

melak,rLan aduan/laporan sebaga!:lana lrang dlat':r d.alar:r Pasal LOA dan

Pasal 108 Peraturan Dewan Kehormatan Penvelenggara Pemilu Renublik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2AL7

Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Bahwa aduan pengadu adalah kabur {obsanur libetl, hal mana dalil-dalil
yang disampaikan oleh Pengad.u dalarn aduannya saling kontradiktif satu

sarna lain, sehingga Teradu I tidak dapat memahami substansi materi

yang diadukan oleh pengadu, hal tersebut terlihat pada:

- Pokok Pengaduan Sub. Huruf C Pokok Pengaduan serta Pengaduan

dal/atau l-aporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sub' Poin

5 Kronologis Kejadian Pertama mendalilkan sebagai berikut:
----- "Pada saat perekapan ditingkat PPK pelapor melakukan protesan

terhadap terlapor I {Ketua PPK) terlapor II (Ketua PPS) dan disaksikan juga

oleh terlapor III (Anggota KPU/Koorwil Kecamatan) terlapor IV (Ketua

Panwascam) terlapor V (anggota Panwascam) dalam hal adanya

penggelembungan Data Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Khusus [DPK)

di TPS 3, 5, 7,8, g, L2 dan 13 untuk tingkatan pemilihan DPRD

Kab/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI di Desa Karossa (bukti P-1) sampai

dengan (Bukti P-zLl Adng mana senana terlapor tersebut diatas tiddk

mengindahkan protesan pelapor untuk melaktkan perbaikan dengan

pencerrnatan rnencocokkan daftar hadir C7 DPK dengan jumlah kertas

suara yang ada dalam kotak suara DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi dan

DPR RI.......dsf-----
Mencermati dalil tersebut dapat dipastikan maksud terlapor adalah

bermakna "terla4tor tidak mengindahkan protesan pelapof ' Berbeda

dengan uraian atau dalil pelapor yang termuat pada Pengaduan danf atau
Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sub Poin 3

Peristiwa yang diadukan dan/atau dilaporkan (1) Pertama huruf C

Perbuatan yang dilakukan sebagai berikut:
- Peristiwa yang diadukan dan/atau dilaporkan (1) Pertama

c. Perbuatan yang dilakukan:
Metalankan Perbaikan data Penggelembtngan Perugguna Dafiar Pemilih

Khusus pada Cl Plano tanpa melakukan pencerrnatan.
Kalimat tersebut bermakna "terlapor m.elalcukan melalstkan perbaikart
s eb agimana p rote s ant p elap of'
Elolruro odonrro r{olil nencor{rr rrono colinr lzna}rnAilztif rrol-ni' "lnn3 ndnd

seffilt&terlwor tersebut diatas tidak menqindahkant protesant pelapor unfitk
mel okttkan p erb aik an deng an p enc ermat an' detrgan " M el akukan P erb aikan
data Penggelembungan Perugguna Dafiar Pemilih Khusrrs pada Cl Plano

tanpa melalcukon pencermatarf tentu membuat Teradu I mengalami

5

R

I i ' r t I 't / I t 1

aLu[a5Urt6(ut uatLu& uaulIuLll^att @ar56aP4ra u4l JaYYauall a@o auutur

rtr,rtcaAtr fercelurt

Salinan putusa ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan rdmi atau alat bulrti.
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7. Berdasarkan hal-hal d.an kenyataan yang dikemukakan oleh Teradu I
d.alam bagian eksepsi ini. ad.alah kiranva cukup berdasar dan beralasan

hukum untuk menyatakan aduan Pengadu tidak dapat diterima (Nief

Lrr LLUqr LftfiJ r\ uer r\Lqqrq); a Lau

12.4.L.21 Tentang Pokot Aduan:
1. Ba6wa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan

terqr{rr T tnalza clzqensi d=n i2rrr2!r2n aoLak qdtran mer'"-tnzkat safrr
-*_ 

ja"-"a-JaL' i;-rt'--' -;'--*_

kesatuan vans tidak teroisahkan:
2. Bahwa membaca dan memahami isi dan materi aduan pengadu, maka

teradu I akan memberikan jawaban sekaitan dengan kronologis kejadian

yang diadukan pengadu kepada teradu I yaitu:
Kronologis Pertama:
1. Waktu Kejadian: selasa, 23 April 2OL9 Pukul20.00 s/d 23.00 wita
2. Tempat Kejadian: Kantor PPK Kecamatan Karossa Jl. Poros Mamuju

Palu, KM 8 Desa Karossa Kecamatan Karossa KabUpaten MamUjU

Tengah.
3. Perbuatan Yang Dilakukan: Melakukan Perbaikan data

Penggelembungan Pengguna Daftar Pemilih Khusus pada C1 Plano

tanpa melakukan Pencermatan.
4. Pasal yang dilanggar: Pasal 6 Huruf {c1,378,379,380 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 5 dan Pasal

6 Peraturan Dewan Kehormatan Pen5relenggara Pemilu RI Nomor 2

Tahun 2Ol7 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara

Pemilihan Umum;
3. Bahwa terkait aduan teradu yang menyatakan pengadu menduga para

teradu tidak jujur dan diduga bekerjasama dengan pihak lain yang

diuntungkan sehingga pengadu mengajukan laporan dugaan pelanggaran

Admnistrasi Pemilu TSM ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Bukti P-27)

dan laporan diterima Bawaslu Provinsi (Bukti P-28) untuk dilanjutkan
sidang pendahuluan (Bukti P-30);

4. Bahwa menanggapi aduan tersebut, menurut hemat teradu I adalah
aduan yang mengada-ada, alasannya adalah:
4.l.Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2Ol7 Tentang Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pasal 6 ayat
(2) pada huruf a berbunyi:---"Jujur maknanya dalam penyelenggaraan
Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata
terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa
adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan"--- ;

Bahwa berkenaan dengan pengertian jujur dengan yang didalilkan
oleh pengadu sebagaimana yang tertuang dalam uraian Pokok
Pengaduan adalah kronologis yang mengada-ada;
Bahwa tentang dalil pengadu yang menyatakan para teradu tidak
mcrtiaAohlron nrnfs< nonro.Itr -.{-I-}t t'iAo1, }ronor, lzorano

kenvataannva protes pengadu telah dilaksanakan oleh pa.ra teradu.
Bahwa Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 sub huruf (c) Peraturan KPU
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2OL9 tentang Pemungutan dan
Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum menegaskan, anggota
ru t u r.llla [luruur@ }/Lurllrl ulrLu^ urLrrSror a@u rrrulauaLal^arr u4rl

tnenqndstanos'ni frrrmrrlir lVforlel a7 DPI{-IIPII sesrrai rleno,an idenfifas
pemilih dalam KTP-el atau Suket berdasarkan formulir Model A.DPK-

Salina putusil ini tidak bisa dipergunakm sebagai rujukm rmmi atau alat bulrti.
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KPU. Sehingga apa yang dilakukan oleh para teradu betul-betul
mengikuti mekanisme tentane pemilih vang mengqunakan KTP-el
atau Suket tersebut;
Etartwa para Ler-ratr)u[ Lsral-r ItrcIa.l(u.KaII raIrS,KaIr IJCI.Util.Karl yau8,

dilakukan oleh PPS Desa Karossa dengan memperbaiki C1 Plano
untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa pada
Pernilihan r-Truuyll Calon Anggcta DPFI, DFFn Pro'-'tnsi dan DPFJII

Kabunaten/Kota berdasarkan data vans tertuane dalam daftar hadir
C.7 DPK-KPU sebagaimana permintaan saksi Partai Politik hal
tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Nomor OL2l274'
PPK.KRS/IV|2OL9 tentang Perbaikan Data Pemilih Dalam Daftar
Pemilih Khusus (DPK) di Desa Karossa Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2Ol9;
Bahwa selanjutnya langkah perbaikan yang dilakukan PPS Desa
Karossa dengan memperbaiki Cl Plano untuk TPS 8 dan TPS 9 Desa
Karossa pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota yang dengan tanpa melakukan
pembukaan daftar hadir C.7 DPK-KPU sebagai d.ata pembanding,
dimana PPS Desa Karossa dalam melakuan perbaikan hanya pada C.1
Berhologram dan C1 Plano, hal tersebut disebabkan kerena tidak
adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Politik;

4-2.Bahwa pengadu tidak jujur dalam mengungkap fakta dan informasi
terkait laporan dugaan pelanggaran Admnistrasi Pemilu TSM ke
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Bukti P-27J dan Laporan diterima
Bawaslu Provinsi (Bukti P-28) untuk dilanjutkan sidang pendahuluan
(Bukti P-30). Karena kenyataannya Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
telah memeriksa laporan pengadu yang mana materi laporan dengan
materi yang disampaikan dalam aduan pengaduan ini persis sama;
Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memeriksa laporan
pengadu dengan Putusan Nomor: 04IADMIBWSL.PROV-
S0.OO/PEI$;'{ILU/V/2019 tanggal 27 Mei 2Ol9 yang €unar putusannya
berbunyi:
Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrative Pemilu
Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OLT tentang
Pemilihan Umum yang menyatakan pelanggaran administrative
pemilu melipuU pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau
mekanisme yang berkaitan dengan admnistrasi pelaksanaan pemilu
dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu -------------

5. Balrwa terkait pernyataan pengadu yang menyatakarL "para teradu tidak
jujur dan diduga bekerjasama dengan pihak lain yang diuntungkarf
adalah dugaan yang tidak mendasar, yang mana pengadu Udak dapat
monjolaol:on lahih Iaajrrf niholz loin hoh^ jro-I rlimoLcrrr{ lr--I
mendapatkan keuntungan dan bekeriasama dengnn para teradu. Padahal
para teradu selaku penyelenggara pemilihan umum dilapangan telah
melakukan tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilihan
umum secara baik yang berdasarkan kepada peraturan perundang-
*...i*.6o.. Ja'5, L-LL*,

I{rrrnrrloori.c Kedr re'

1. Waktu Kejadian: Senin, 6 Mei 2AL9 Pukul 13.00 s/d 16.00 Wita
Salinm putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukm resmi atau alat bukti.
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2. Tempat Kejadian: Aula Mitenial Desa Topoyo Kecarnatan Topoyo

Kabupaten Mamuiu Tengah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Perbuatan Yang Dilakukan: Menyembunyikan adanya keberatan

saKsr truuucr ull.z-t\rvl paua saaL urc[rulal rcl{'al)alr ururrBSat

Kabupaten dan menyembunyikan perbaikan penggelembungan data

pengguna daftar pemitih khusus yang dipermasalahkan.
a Do <al vono dilonooar

D-r^l-l. -- err-r^ 7-^-a-+oh IZ^r s6.r n.hrrh ^tah Lorano n-a-^,lrr

Prsal D a rot tOl hrrnrf h

Pemilihan Umum Reoublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentane

Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu dan Pasal 5 dan

Pasal 6 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Nomor

2 Talun 2Ol7 tentang Kode Etik dan Pedornan Perilaku Penyelenggara

Pemilihan Umum;
6. Bahwa terkait adual teradu yang menyatal<an pengadu menduga para

teradu tidak jujur melaksanakan tugasnya dan diduga beke{asama
dengan pihak lain yang diuntungkan sehingga pengadu mengajukan

laporan dugaan pelanggaran Admnistrasi Pemilu TSM ke Bawaslu Provinsi
Sulawesi Barat (Bukti P-27) dar^ traporan diterima Bawaslu Provinsi (Bukd
P-28) untuk dilanjutlan sidang pendahuluan (Bukti P-3o);

7. Bahwa menanggapi aduan tersebut, menurut hemat Teradu I adalah
aduan yang mengada-ada, alasannya adalah:
7.l.Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pasal 6 ayat
(2) pada huruf a berbunyi:--"Jujur maknanya dalam penyelenggaraan
Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata
terselenggararrya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa
adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan"---;
Bahwa berkenaan dengan pengertian jujur dengan yang didalilkan
oleh pengadu sebagaimana yang tertuang da-lam uraian Pokok
Pengaduan adalah kronologrs yang mengada-ada, tendensius, tidak
mendasar bahkan jauh dari kenyataan dan fakta yang sebenarnya.

Bahwa teradu I akan menjetraskan kronologis yang sebenarnya pada saat
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupate n Mamuju
Tengah sebagai berikut:
1. Bahwa teradu VI selaku Pimpinan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten

Mamuju Tengah mempersilahkan teradu I selaku Ketua PPK Karossa
membacakan Sertifikat Perolehan Suara Kecamatan Karossa [Form
DA.1);

2. Bahwa sementara teradu I membacakan form DA. I tersebut,
pengadu mengajukal protes meninta agar teradu I membacakan
keberatan saksi hasil rekapitulasi PPK (.DA.2);

3. Bahwa menanggapi protes pengadu tersebut, maka teradu VI
meminta teradu I untuk menyelesaikan pembacaan Sertifikat

terus mel,akukan Drotes maka teradu VI dengan pertimbangan agar
pengadu tidak terus-menerus menggangu jalannya rapat, maka
teradu M mempersilahkan teradu I untuk membacakan form. DA.2
sesuai harapan dan protes pengadu;

feradrr VI rnernrrcrsilohlron learnholi tercdn I rrnlrrlr rnernlrcr. qltan forrn
DA.l sampai selesai.

Salinan putusu ini tid.k bi.a dipdsunakan scbaaai rujukan rc€mi atau alat buldi.
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S. Bahwa selanjutnya teradu VI meminta teradu I membuat jawaban

terhadap form DA.2 vang diaiukan oleh pengadu:

6- Bahwa berdasartkan saran dari Bawaslu Kabupaten Mamuju
rcllg,atr, IIra-Ka LcIauu vr ulcll-LuuaL IACIILa flCaIa rc[luelulall

Rekapitulasi PPK secara keseluruhan untuk diserahkan kepada saksi

yang hadir;
7. !a!r,r.ra cleh karena pengadu tidak pua.s da:r ter':s nrelakuk n pr:ote s

dengan iawatran teradu I atas form DA.2 vane diaiukan oeneadu'

maka teradu M mempersilahkan pengadu untuk mengisi form. DB2;

8. Bahwa selanjutnya teradu VI selaku pimpinan rapat menetapkan
perolehan sua-ra Kecamatan Karossa;

g. Bahwa teradu VI dalam melakukan penyelesaian keberatan didasarkan
pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2}tg tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi:
(u saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan

keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP KabupatenlKota
apabila terdapat hal yang Udak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu
kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan
prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DAl.Plano-
PPWP, Mode1 DAl.Plano-DPR, Model DAl.PLrano-DPD, Model
DAl.Plano DPRD Provinsi, Model DAl.Plano-DPRD Kab/Kota.

t3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima,
KPU / KIP Kabupate n / Kota seketika melakukan pembetulan.

(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar
dalam formulir Model DAI-PPWP, Model DAI-DPR, Model DAI-DPD,
Model DAI-DPRD Provinsi, danfatau Model DAI-DPRD Kab/Kota
serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DBz-
KPU.

(5) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan
paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4).

(6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana
dimaksud pada ayat {4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat
dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.

t7) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi
E!-.tr- olr r I/olrrrnofaa l V a1q rli rrill orroL Izpriontro salraoaim on o .l i-^I.orrr{

pada avat 16) sesuai densan iadwal Rekapitulasi Hasil Penehitunean
Perolehan Suara yang telah ditetapkan.

{8} Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat Rekapitulasi

tt rhrr r?r?h
lroou r uarSurlurrSlur uua^o, ^u vrl rur rr4vulraluar/ rvra

lrtene'otqt sehaoai lteiadiqn lehrrsrrs npdq fnrrnrrlir Nlodel DFi?-I{PII

Salinm putusil ini tidak bisa dipergunaka sebagai rujuka resmi atau alat bukti.
Untuk informsi lebih lmjut, hubungi Sekretaris Persidmgm DKPP RI, JI. MH. Thamrin No. 14, Jakata Pusat 1O350,

Telp. (o21) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Fh-il. :-'l-rlr,$- -^ iJ

:ln



SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PET'TYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari

untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di tingkat provinsi-

(9) KPU/KIP Katrupaten/Kota bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan

Ja$.sr, [rcllycrcsanrarr KcJaurar.r Kflusus oau/ atau r(cucratlilr l5al(sl

yang menjadi catatal Bawaslu Kabupaten/Kota'
(lO) KPU/ KP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam

rapat F-eLap!tu!a5! !-!qs;l Fenghlt'-rng'rr Percleh:e Suara pada fer.l:lulir

Model DB2-KPU.
(11) KPU/ KIP Kabupaten/ Kota memberi kesempatan kepada Saksi,

Bawaslu Kabupaten/Kota, pemantau Pemilu untuk
mendokumentasikan hasil rekapitulasi.

(12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa

foto atau video.

[2,4,1.3] Tenteng Paral Yaag Dtlanggar
Bahwa tentang pasal yang ditanggar sebagaimana yang telah diadukan oleh

pengadu, teradu I a,kan memberikan penjelasan dengan dalil-dalit sebagai

berikut:
1. Bahwa Pasal 6 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum berbunyi: KPU terdiri atas.'.c. KPU Kabupaten/Kota'
Pasal tersebut mengatur tentarrg tingkatan KPU sebagai penyelenggara

pemilihan umum dan tidak ada unsur daLam pasal tersebut yang

dilanggar Teradu I;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal:

- 378 berbunyi: (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada

sertiflkat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil
penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu

tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan,

Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan
penghitungan suara ulang untuk TFS yang bersangkutan.

(21 Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil
penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dirnaksud dalam Pasal

375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah
hari/ tanggat pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

- 379 berbunyi: Penghitungan suara ulalg untuk TPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 378 dilalukan dengan cara membuta kotak suara
hanya dilakukarr di PPK.

- 38O berbunyi: (1) Dalnm hal terjadi perbedaan antara data jumlal
suara dalam sertifrkat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
yang diterima KPU Kabupaten/Kota, salsi Peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu
4uvuPu!L^r/

tnelakttkan nemlrefrrlan rlqJl rnelqhri nengerekan rlan / atett rekaniltr'hsi
ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehal suara untuk PPK yang bersangkutan,

(21 Dalam hal te{adi perbedaan antara data jumlah suara pada
scr Lu-rKat rc!(aljrturasr rrasu PcuS,rltulr8,arr suana uanl r\ru [auuPalctr/ nuta
A^- ^^4:El,-+ *1-^-:+,,1^^: 1-^;l -^--t-:.-, .---- .7:+^;*- ^l^t-

KPU Provinsi, saksi Peserta Pemi'lu ljngksl provinsi dan saksi Peserta
$linan putusd ini tidsk bisa dipagunake s.b5gai rujukan rc.mi atau alat buldi.
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Pemilu tingkat kabupaten f kota,, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota. maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui
pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada

scr.Lilrr<al rcJ(atrrLurasi rlaslr pcIrE,I.rrLUuEaIr perurcrratl sual.a urlLuK hru
Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

(3) Dalam ha1 terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam

sertrfi-Lat rekapitulasi hasi'! prnghi+-ungarl suara dan llpr-T Pro'Insi dan

sertifikat rekanitulasi hasil nenehitunsan suara vans diterima oleh KPU'

saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat
provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan
pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data
yang termuat dalam serttfikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara untuk I(PU Provinsi yang bersangkutan.
Bahwa norlna Pasal378, Pasal 379 dan Pasal 380 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2ALT tentang Pemilihan Umum, mengatur tentang tata cara
perbaikan terhadap selisih hasil perolehan suara pada sertifikat hasil
perhitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil perhitungan suara
yang diterima PPK dari TPS, sertifikat hasil perhitungan suara yang

diterima KPU Kabupaten/Kota dari PPK, sertifikat hasil perhitungan
suara yang diterima KPU Frovinsi dari I(PU Kabupaten/Kota, serifikat
hasil perolehan suara yang diterima KPU dari KPU Provinsi, saksi partai
politik, saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu setragimana simaksud
dalarn Pasal 378, Pasal 379 dan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum digunakan jika terl'adi selisih
antara perolehan sua-ra Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi,
DPRD KabupatenfKota, suara Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden, dan jumlah sua"ra sah dan tidak sah, serta jumlah
pengguna hak pilih yang tertuang dalam serttfikat hasil perolehan suara.
Bahwa secara normatif ketentuan Pasal 378, Pasal 379 dan Pasal 380
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemiUhan Umum TIDAK
BERKAITAI{ dengan tata cara penyelesaian terhadap adanya perbedaan
jurrlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah
pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) setragaimana
yang diadukan oleh pengadu. Oleh karenanya Teradu I tidak melanggar
unsur dalam pasal tersebut;

3. Bahwa Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2Ol7 Tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pasal 6 ayat (2)

pada huruf a berbunyi:---"Jujur maknanya dalam penyelenggaraarl
Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata
terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa
adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan"--- ;

Bahwa berkenaan dengan dalil yang telah disampaikan Teradu I diatas,
'Traror{rr T fclah malolzoon olsoa fttcoo .:lon frraroi sclalzrr onrrnfo I/IDTl

Kabupaten Mamuiu Tensah dengan haik sesuai ketentuan Deraturan
perundang-undangan maka pelanggaran Kode Etik terkait etika jujur
tidak rlil2nggsl oleh Teradu I.

4. Bahwa Pasal 2 ayat {21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
rrruvrlug-la rtulJul u lquurl avLJ rvrll4rrS r uruurt6ugl! uuLL a uu6ruLurr6(ur

Srr ero Dclcrn Pernililran I lrnrrrn lrerhr rnrri.

Salinm putusil ini tidak bisa dipagunakm sebagai rujukm remi atau alat bukti.
Untuk inform*i lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thffiin No. 14, Jakata Pusat 1035O,

Telp, (o21) 31922450, Fa:c (O2r) 3192245,
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(2) Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu berpedoman

Dada prinsiP:
a. mandiri;
u. JuJur;
c. adil;
d. berkepastian hukum;
e. tertib;
f. keoentinean umum:
g. terbuka;
h. proporsional;
i. profesional;
j. akuntabel;
k. efektif;
l. efisiensi; dan
m. aksesibilitas
Pasal tersebut mengatur tentang prinsip dasar yang harus menjadi
ped.oman oleh penyelenggara pemilihan umum dan hal tersebut tidak ada

unsur dalam pasal tersebut yang dilanggar Teradu I;
5. Bahwa Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun ZOLT

Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
mengatur tentang landasan sikap serta prinsip yang harus dilaksanakan
oleh penvelenggara pemiUhan umum;

6. Bahwa dikaitkan dengan aduan yang disampaikan oleh pengadu kepada

teradu I terhadap pasal yang didugakan, hemat teradu I adalah dugaan
yang mengambang tanpa menjelaskan secara detal perbuatan melanggar
apa yang dilakukan oleh teradu I dikaitkan dengan pasal yang mana yang
melarang perbuatan tersebut. Oleh karena ketidak jelasan pelangaran
kode etik yang dilakukan oleh teradu I maka teradu I menganggap aduan
pengadu adalah aduan yang mengada-ada dan tanpa dasar.

12.4.21 Jawaban Teradu II
2. Bahwa aduan pengadu tidak memenuhi syarat formil aduan

sebagaimana yang telah diatur Peraturan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OL9 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2Ol7 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam Pasal 10A berbunyi: Dalam hal
Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyenggara Pemilu yang menjabat
sebagai anggota:
a. PPK;
b. PPS; atau
C. KPPS,
Daaaor{rron Aon 

,l 
olort T annron r{iajrrluon lonrsrrna lzaaoAo IIDTT o*orr IITD

Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabunaten/Kota densan beroedoman
pada peraturan KPU atau Bawaslu.
Selanjubrya Pasal 10B berbunyi: Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor
yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai anggota:

h .a-- t7
I @rvvqJru aluvuql'@r

c. Pengawas Tempat Pemungutan Suara,
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Pengaduan dan/atau l,aporn diajukan langsung kepada Bawaslu
Kabupaten lKota dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu.

Hal tersebut dipertegas dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum
I(Cptrurrl( rtrurrrrcsra
Nomor: 225l PP.OS-SD/ O 1 / KPU I IL I 2019 Tanggal 6 Februan 2Ol9 Perihal

Surat Edaran tentang Penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh

FPK, FPS dan K!PS.
3. Bahwa berkaitan denean noin 2 fdual tersebut diatas. aduan nengadu

sebagaimana diketahui telah mengadukan pihak-pihakyakni:
1. Nasarudddin

Jabatan Ketua PPK Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

Provinsi Sulawesi Barat sebagai Teradu I.
2. Ricar Arttrer

Jabatan Ketua PPS Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten
Mamuju Tengah Frovinsi Sulawesi Barat sebagai Teradu II.

3. Abd. Rahman
Jabatan Ketua Panwaslu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju
Tengah Provinsi Sulawesi Barat sebagai Teradu IV.

4. Abdul Jalil
Jabatan Anggota Panwaslu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju
Tengah Provinsi Sulawesi Barat sebagai Teradu V.

4 Bahwa aduan pengadu adalah cacat procedural dan melanggar ketentuan
sebagaimana Teradu II sampaikan pada poin 2 (dua) di atas karena pada
kenyataannya aduan pengadu yang berkaitan degan teradu I, teradu II,
di4jukan langsung kepada I{PU atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu
Kabupaten/Kota sedangkan teradu IV dan teradu V diajukan langsung
kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Dimana pengadu belum pernah
melakukan aduan/laporan sebagaimana yang diatur dalam PASAL 1OA

dan Pasal 10El Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Republik Indonesian Nomor 2 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2OL7 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara
Penilihan Umum;

5. Bahwa aduan pengadu adalah kabur (abscuurlibel), hal mana dalil-dalil
yang disampaikan oleh teradu dalam aduannya saling kontradiktif satu
sarna lain, sehingga Teradu II tidak dapat memahami substansi materi
yang diadukan oleh pengadu, hal tersebut terlihat pada:
- Pokok Pengaduan Sub. Huruf C Pokok Pengaduan serta Pengaduan
dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sub.
Poin 5 Kronologis Kejadian Pertaman mendalilkan sebagai berikut:
----- *Pada saat perekapan ditingkkat PPK pelapor melakukan protesan
farlrorlon farlonnr T lVctttq DDII) tarlonar TI {Wctrro DDQI rlon ,{isolzsilzor

iusa oten t"rtLo, ill {Aneeota lcU/xoorwit Kecamatan) terlapor IV
(Ketua Panwascam) terlapor V (Anggota Panwascam) dalam hal adanya
penggelembungan Data Pengguna Hak PiUh Daftar Pemilih Khusus (DPK)
di TPS 3, 5, 7, 8, 9, 12 dan 13 untuk tingkatan pemilihan DPRD

I\nn nY l' h ,l --l r h I I
rlau/ rruqt uL Lw r luYulga uau ul a\ rv ur uu@ at4rvuga lvuAL r 1 g4lr@

rlenssn lRrrlrli P-2 1l ttttrltt tnortrt ccrr:-Ttt't tcrlant>r tcrcohrtt dinlnc fidnk

m.engirudahkan protesan pelapor urttuk melakukan perbaikan dengart
Salinm putusm ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujuka rsmi atau alat bukli.
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pencerrnatan merlcocokhan daftar hadir C7 DPK dengan jumlah kertas

suara vans ada dalam kotak suara DPRD KablKota. DPRD Provinsi dan

DPR RI.......dsf'-----
rvrcrlccr'[rau uil"[r Lcr.scuul uapaL urpasu.Kanl lllaKsuu Lcllapul auanall

bermal<na "terlapor ttdak mengindahkan protesan pelapor". Berbeda

d.engan uraian atau dalil pelapor yang termuat pada Pengaduan

dan/atau r apcran Pelanggaran Ked.e Etik Pen;'elenggara Per:rjlu Sub

Poin 3 Peristiwa a-ang diadukan dan/atau dilanorkan (11 Pertama huruf
C Perbuatan yang dilakukan sebagai berikut:
Peristiwa yang diadukan dan/atau dilaporkan (1) Pertama

c. Perbuatan yang dilakukan:

Melakukan Pernaikant data Penggelembungan Pengguna Dafiar Pemilih

Khustts pada Cl Plano tanpa melakukan pencermotan. Kalimat tersebut

bermakna "terlapor melakukan melakukan perbaikan sebagaimana protesan

pelapor'
6. Bahwa adanya dalil pengadu yang saling kontradiktif yakni: oAang rnfrna

seffila terlapor tersebut diatas tidak mengindahkan protesan pelapor unfitk
melakukan perbaikan dengan pencerrnatan" dengan *Melakukan Perbankan

dala Penggelembungan Pengguna Dafi,ar Pemilih Khusus pada Cl Plano tanpa

melalankan perlcermafan" tentu membuat Teradu II mengalami kebingungan
untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas aduan pengadu tersebut.

7. Berdasarkan hal-hal dan keraguan dan kenyataan yang dikemukakan oleh

teradu II dalam bagran eksepsi ini, adalah kiranya cukup berdasar dan
beralasan hukum untuk menyatakan aduan pengadu tidak dapat diterima
(Niet Ontvaxklijk verklaard) ;

II. Tentang Pokok Aduan
1. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan Udak merugikan kepentingan

Teradu II, maka eksepsi dan jawaban pokok aduan merupakan satu
kesatuan yan Udak terpisahkan;

2. Bahwa membaca dan memahami isi dan materi aduan pengadu, maka
Teradu II akan memberikan jawaban sekaitan dengan kronologis kejadian
pertama yaitu:

1. Waktu Kejadian : Selasa, 23 April 2Ol9 Pukul 20.00
s/d 23.0O Wita

: Kantor PPK Kecamatan Karossa Jl
Poros Mamuju Palu, KM 8 Desa
Karossa Kecamatan Karossa
Kabupaten Ma mPjs Tengah.

: Melakukan Perbaikan data
P:::g:1:=b:::rg3::
Penssuna Daftar Pemilih Khu.sus
pada Cl Plano tanpa melakukan
pencermatan.

: Pasal 6 Huruf (c), 378, 379, 380

2. Tempat Kejadian

3. Perbuatan Yang dilakukan

4. Pasal yang diLranggar
\J rr(ri1.rrE - Lr r.ruar.lrts, r r Lrllr.Lril l d-lrLlll
qfi1 '7 fonlnao Dcaililt-n Ilmtrm Aoa

Pasal 5 dan Pasal6 Peraturan Dewan
Salinan putusm ini tidak bisa dipagunakm sebagai rujukm rsmi atau alat bukti.
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Kehormatan Penyelenggara Pemilu
RI Nomor 2 Tahun 2OL7 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku
rcrrycrctrgB,al a rcllrrllrralr u flrllfir;

3. Bahwa Terkait aduan teradu yang menyatakan pengadu menduga para

teradu ddrk jujur dan diduga bekel3*sarna dengan prhak lain ;'an$
diuntunekan sehinesa neneadu mensaiukan lanoran dueaan nelansearan

Administrasi Pemilu TSM ke Bawaslu Provinsi (Bukti P-28) untuk
dilanjutan siding pendahuluan (ukti P-30);

4. Bahwa Menanggapi aduan tersebut, menurut hemat Teradu II adalah

aduan yang mengada-ada, alasannya adalah:

4.1. Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2Ol7 Tentang Kode Etik dan

Pedoman PerilakuPenyelnggara Pemilihan Umum dalam Pasal 6 ayat

{2) pada huruf a berbunyi:---"Jujur maknanya dalam penyelenggaraan

Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata
terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa

adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan" --- ;

Bahwa berkenaan dengan pengertian jujur dengan yang didalilkan
oleh pengadu sebagaimana yang tertuang dalam uraian Pokok

Pengaduan adalah kronologis yang mengada-ada;
Bahwa tentang dalil pengadu yang menyatakan para teradu tidak
mengindahkan protes pengadu ada}ah tidak benar, karena
kenyataannya protes pengadu telah dilaksanakan oleh para teradu.
Bahwa Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 sub huruf (c) Peraturan KPU

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2Ol9 tentang Pemungutan dan
Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Menegaskan, anggota

KPPS lima meminta pemilih untuk mengisi atau mencatatakan dan
menandatangani formulir Model C7 DPK-KPU sesuai dengan identitas
pemilih dalam KTP-e1 atau SUket berdasarkan formulir Model A.DP-

Kpu. sehingga apa yang dilakukan oleh para teradu betul-betul
mengikuti mekanisme tentang pemilih yang menggunakan KTF-e1

atau Suket tersebut;
Bahwa para terlapor telah melakukan langkah perbaikan yang
dilakukan oleh PPS Desa Korossa dengan memperbaiki C1 Plano

untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa pada

Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD

KabupatenlKota berdasarkan data yang tertuang dalam daftar hadir
C-7 DPK-KPU sebagaimana permintaan saksi Partai Politik hal
tersebut dibuktika dengan Berita Acara Nomor OL21274-
PPK.KRS/IY/2O19 tentang Perbaikan Data Pemilih Dalam Daftar
Eprilih T/Lrrrcrra ,T-\DT/| .{i T-\pso lZarncco T-'loI-m Damililron T Tarra

Tahun 2OL9.
Bahwa selanjutnya langkah perbaikan yang dilakukan PPS Desa
Karossa dengan memperaiki Cl Plano untuk TPS 8 dan TFS 9 Desa
Karossa pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi

I I -l
-|Jul@\url4lluarr uL L\v a\auuPoLurr/ rrUL4 J uLL6 uvarbqrr l.4rlro

nemhrrlreqn rlaftsr hqrlir C 7 npI{-IiPIi sc}r,qo.ei datq nerntranrlino

dimana PPS Desa Karossa dalam melakukan perbaikan hnaya pada
Salinan putusan ini tidak bisa diprgunakm sebagai rujukm resmi atau alat bukti.
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C.1 Berhologram dan Cl Plano, hal tersebut disebabkan karena tidak
adanva keberatan yanq diaiukan oleh saksi Partai Politik:

+.2. Ilattwa rcrr.g,auu uuaff. JuJur uarallr urclr8,ulr.8,Kal, ralsLa uarr uuurrflasl
terkait laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu TSM ke
Bawaslu Pmvinsi Sulawesi Barat (Bukti P-27) dan laporan diterima
Bar','aslu Frornnsi {B':ktJ P-28) untuk d;lanjuthan siding pendahuluan
IBukti P-30). Karena kenvataannva Bawaslu Frovinsi Sulawesi Barat
telah memerikasa laporan dalam aduan pengaduan ini persis sama;
Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memeriksa l;aporan
pengadu dengan Putusan Nomor: 04IADMIBWSL.PROV-
3O.OO/PEMILUIV/2019 tanggal 27 Mei 2Ol9 yang amar putusannya
berbunyi:
Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II Udak terbukti secara sah
meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran sdministrative Pemilu
Pasal 460 ayat {1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang
Pemilihan Umum yang menyatakan pelanggaran administrative pemilu
meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme
yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap
tahapan penyelenggaraan pemilu

5. Bahwa terkait penyataan pengadu yang menyatakan "para teradu tidak
jujur dan diduga bekerjasama derugan pihak lain gang diunhtngkan" adalah
dugaan yang tidak mendasar, yanS mana pengadu tidak dapat menjelaskan
lebih lanjut pihak lain mana yang dimaksud yang mendapatkan
keuntungan dan bekeq'asama dengan para teradu. Padahal para teradu
selaku penyelenggara pernilihan umum dilapangan telah melakukan tata
cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilihan umum secara baik
yang berdasarkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

III. TENTANG PASAL YAI\G DILANGGAR.
Bahwa tentang pasal yang dilanggar sebagaimana yang telah diadukan oleh
pengadu, Teradu II akan memberikan penjelasan dengan dalil-dalil sebagai
berikut:
1. Bahwa Pasal 6 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OLZ tentang

Pemilihan Umum berbunyi: KPU terdiri atas...c. KPU
Kabupaten/Kota. Pasal Tersebut mengatur tentang tingkatan KPU sebagai
penyelenggara pemilihan umum dan tidak ada unsur dalam pasal tersebut
yang di langgar Teradu II;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan Umum
Pasa:

-378 berbunyi: (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah
ertora [oz{o opfifiI:af }rooil

pengtritunsan suara yang diterima
PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu
tingkat kecamatan, saksi Peserta
Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan,

1 f, 1 t ,!\
r arrvvaoru tlLturaat4lll uwoa2 qEu

Pencrqurq.s TF.S rnqlrq PPX rnelabttlrqn

Salinm putusil ini tidak bisa dipogunakm sebagai rujukm resmi atau alat bukti.
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-379 berbunyi:

-380 berbunyi:
data jumlah

penghitungan suara ulang unutk TPS

vang bersangkutan.
Penghitungan suara ulang di TPS dan
rcKaurlurasl I.tasu pcrrS,urlurrE,al riuara
ulang di PPK sebagaimana dimaksud
dalam pasal 375 ayat (2) dan Pasal
375 dtlaksanakan paing larna 5 {lit,.a)
hari setelah hari/tanegal nemungutan
suara berdasarkan keputusan PPK.

Penghitungan suara ulang untuk TPS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal
378 dilakukan dengan caara
membuka kotak suara hanya
dilakukan di PPK.
Dalam hal teq'adi perbedaan antara

suara dalam sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara.
Dari PPK dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara
yang diterima KPU Kaupaten f Kota.,

saksi Peserta Pemilu tingkat
kabupaten /kota dan saksi Peserta
Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu
Kabupatenf Kota, atau Panwaslu
Kecamatan , maka KPU
Kabupaten/Kota melakukan
pembetulan data melalui pengecekan
dan/atau rekapitulasi ulang data
yang termuat dalam sertifrkat
rekapitulasi hasil penghitungan
perolehansuara untuk PPK yang
bersangkutan.
Dalam hal te{adi perbedaan antara
data jumlah suara pada sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara
dan KPU Kabupaten/Kota dan
sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara yang diterima
oleh KPU Provinsi, saksi Peserta
Pemilu tingkat kabupaten/kota,
Elotrroclrt Drnrilnoi, otorr florrroslrr

Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi
melakukan pembetulan data melalui
pengecekan danfatau rekapitulasi
ulang data yang termuat pada
. trrl / I :r_-i : I .t

gvr l!u\4L ruAqP^Lql4gt lrqora

ncns}rifrrngan rrerrrlellsrr srlore r rnir rlr

(21

(1)

12)
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(3)

KPU Kabupaten/Kota yang
bersangkutan.
Dalam hal terjadi perbedaan antara
uat-aJururall suar-a ualaur scrIIIIKaL
rekapitulasi hasil penghitungan suara
dan KPU Provinsi dan sertifikat
rekapit-r1s.si hasrl penghit':ngar suar?
vans diterima oleh KPU- saksi Peserta
Pemilu tingkat pusat, dan saksi
Peserta Pemilu tingkat provinsi,
Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi,
maka KPU melakukan pembetulan
data melalui pengecekan dan/atau
rekapitulasi ulang data yang termuat
dalam serttfikat rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara untuk
KP Provinsi yang bersangkutan.

Bahwa secara normatif ketentutan Pasal-378, Pasal 379 dan Pasal 380
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan Umum
TIDAK BERKAITAN dengan tata cara penyelesaian terhadap adanya
perbedaan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)

sebagaimana yang diadukan oleh pengadu. Oleh karenanya Teradu II
tidak melanggar unsur dalam psarl tersebut;

3. Bahwa Peraturan DKPP R[ Nomor 2 Tahun 2OL7 Tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum da}am Pasal 6 ayat (2)

pada huruf a berbunyi:---*Jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggarcrnya
Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan
pribadi, kelompok, atau golongan"---;
Bahwa berkenaan dengan dalil yang telah disampaikan Teradu II diatas,
Teradu Iltelah melaksanakan tugas dan fungsi selaku Ketua PPS Desa
Karosssa Kec. Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dengan baik sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan maka pelanggaran Kode Etik
terkait etika jujur tidak dilanggar oleh Teradu II.

l2.4.gl Jawaban Teradu III
[2.4.3. 1l Tentang Etsepsi
1. Bahwa teradu III menyatakan menolak seluruh materi aduan pengadu,

kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui
kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum teradu III;

O Flalrrrro orilrro- nanror{rr +iAol, mamcnrr}ri crzoro* fnmil or:lrron so}raryaimono

va-ng telah diatur Peraturan Dewan Kehormatan Penvelenggara Pemilu
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2aL9 tentang Perubahan Atas
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2or7 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara

!t:l I I i ln a I I _- : h l I n l a ,I Ujgrlglqlr vllur[, u.4qu r 4uql rvjt vvruuJr. uclgill aql rua4uu ulut/ al4q

Terlcnnr wqifrr Pcnvelenooers Perniltt :.tet'ts rneniahaf seharrei ansor>te-

a. PPK;
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b. PPS; atau
c. KPPS.
Pengaduan danf atau Laporan diajukan langsung kepada KPU atau KIP
$.auutr)alcrr/I1'ula atau t'awasru hauupalcrr/r\ura uclrB,alr uerpcuusrafl
pada Peraturan I(PU atau Bawaslu.

Selanjutnya Pasal 1OB berbunyi: Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor

;raitu Pen;'elenggara Perr{u yang nenjabat sebagai anggo+-a:

a. Panwaslu Kecamatan:
b. Panwaslu Kelurahan/Desa; atau
c. Pengawas Tempat Pemungutan Suara,
Pengaduan dan/atau Laporan dia-jukan langsung kepada Bawaslu
Kabupate n / Kota dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu.
Hal tersebut dipertegas dengan surat Ketua Komisi Pernilihan Umum
Republik Indonesia Nomor: 225 lPP.O5-SD/01/KPU/ lL / 2019 Tanggal 6
Februari 2Ol9 Perihal Surat Edaran tentang Penanganan dugaan
pelanggaran kode etik oleh PPK, PPS dan KPPS.

3. Bahwa berkaitan dengan poin 2 {dua) tersebut diatas, aduan pengadu
sebagaimana diketahui telah mengadukan pihak-pihak yakni:
1. Nasaruddin

Jabatan Ketua PPK Kecamatan Karossa Kabupaten Mamsjs Tengah
Provinsi Sulawesi E}arat sebagai Teradu I.

2- Ricar Arther
Jabatan Ketua PPS Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten
Mamsjq Tengah Provinsi Sulawesi Barat sebagai Teradu II.

3. Abd. Rahman
Jabatan Ketua Panwaslu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju
Tengah Provinsi Sulawesi Barat sebagai Teradu [V.

4. 666s1.lali1
Jabatan Anggota Panwaslu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju
Tengah Provinsi Sulawesi Barat sebagai Teradu V.

4. Bahwa aduan pengadu adalah cacat procedural dan melanggar ketentuan
sebagaimana teradu III sampaikan pada poin 2 (dua) diatas karena pada
kenyataannya aduan pengadu yang berkaitan dengan teraclu I, teradu II,
dia-jukan langsung kepada KPU atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu
Kabupaten/Kota sedangkan teradu IV dan teradu V diajukan langsung
kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Dimana pengadu belum pernah
melakukan aduan/laporan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1OA dan
Pasal 108 Peraluran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2OL9 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2ol7
Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan umum;
5. Bahwa aduan pengadu adalah kabur (abscuurlibel), hal mana dalil-
e{oli-l rrono rlicomnoilzon olch faror{rr r{olom ar{rrarnrra colinr lznaf.roAilttif

satu sama lain, sehingga teradu IU tidak dapat ss64fuami substansi
materi yang diadukan oleh pengadu, hal tersebut terlihat pada:
- Pokok Pengaduan sub. Huruf c Pokok Pengaduan serta pengaduan
danlatau l,aporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sub. Poin
F t, I . - ,, : 1! / t 1?tl t .1 

--iv a\rvllvrvSrg rlvJqulqrt I ul qu4 urvrru4ul'Iura r&uqS@ vvruluLr

----- (Psrlq .segf lrelrqt>qn ditirtobet PPI{ rrelcrrnr rncls1r;t1r.an rrrrrfe<lon
terhadap terlapor I (Ketua PPK) terlapor II (Ketua PPS) dan disaksikan juga

Salinm putusm ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukm rsmi atau alat bukti.
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oleh terlapor III {Anggota KPU/Koorwil Kecamatan} terlapor IV (Ketua
Panwascaml terlapor V (anggota Panwascam) dalam hal adanya
penggelembungan Data Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK)

ul lrJ J, c, l, 6, y, rz uafl rJ urlluti ulrB,Katarl trcuururall lJri(lJ
Kab/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI di Desa Karossa (bukti P-1) sampai
dengan (Bukti P-zL) yang mana semua terlapor tersebut diatas tidak
nengrndahlan pretesan pelapcr untuk nslakukan perbet-kan dengan
Dencermatan mencocokkan daftar hadir C7 DPK dengan iumlah kertas
suara yang ada dalam kotak suara DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi dan
DPR RL......dsf-----
Mencermati dalil tersebut dapat dipastikan maksud terlapor adalah
bermakna "terlapor tidak mengindahkan protesan pelapof. Berbeda
dengan uraian atau dalil pelapor yang tennuat pada Pengaduan dan/atau
Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sub Poin 3
Peristiwa yang diadukan dan/atau dilaporkan (1) Pertama huruf C

Perbuatan yang dilakukan sebagai berikut:
- Peristiwa yang diadukan dan/atau dilaporkan (1) Pertama c. Perbuatan
yang dilakukan:
Melakukan Perbaikan data Penggelembungan Pengguna Daftar Pemilih
Khusus pada C1 Plano tanpa melakukan pencermatan.
Kalimat tersebut bermakna "terlapor melakukan melakukan perbaikan
sebagimana protesan pelapot''

6. Bahwa adanya dalil pengadu yang saling kontradiktif yakni: 'Yang mana
semua terlapor tersebut diatas Udak mengindahkan protesan pelapor
untuk melakukan perbaikan dengan pencernatasf dengan "Melakukan
Perbaikan data Penggelembungan Pengguna Daftar Pemilih Khusus pada
C1 Plano tanpa melakukan pencennatan" tentu membuat teradu III
mengalami kebingungan untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas
aduan pengadu tersebut.

7. Berdasarkan hal-hal dan kenyataan yang dikemukakan oleh teradu III
dalam bagian eksepsi ini, adalah kiranya cukup berdasar dan beralasan
hukum untuk menyatakan aduan pengadu tidak dapat diterima (Niet
Ontu anklij k u e rkl a ar $ ;

12.4.3.21 Tentang Pokok Aduan:
1. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan

teradu III, maka eksepsi dan jawaban pokok aduan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa membaca dan memahami isi dan materi aduan pengadu, maka
teradu III akan memberikan jawaban sekaitan dengan kronologis kejadian
pertama yaitu:
1. Waktu Kejadian : Selasa, 23 April 2Ol9 Pukul 2O.OO s/d 23.00

\IIifO

2. Tempat Keiadian : Kantor PPK Kecematam Karossa JL Poros
Mamuju PaIu, KM 8 Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten
Mamuju Tengah.

3. Perbuatan Yang Dilakukan : Melakukan perbaikan data
i-^^5,6-L--^L*..b-^^ I-w^.EE*.^- )-il-, l-;.1,;l^ Iil^;o;o 1r-.1- Cl I-L^^-
f enno rnelq lnrlrq tt tr,ew-errn qt q.rt
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4. Pasal yang dil,anggar : Pasa1 6 Huruf (c), 378,379,380
Undang-Undans Nomor 7 Tahun 2077 tentanq Pemilihan Umum dan
Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara

rgr1ng t5-l I\OI{IOI Z LALLlIII ZV L r LCIlLA-Irt AU(IC .ErLlI* (IaIl rCUOIIIall

Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
Bahwa terkait aduan teradu yang menyatakan pengadu menduga para

teradu +id.rt jujur dan did.uga bekeljasaEra dengan pdlak latn j'ang

diuntunekan sehinesa neneadu meneaiukan lanroran dugaan oelanssaran
Admnistrasi Pemilu TSM ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat {Bukti P-27)

dan laporan diterima Bawaslu Provinsi (Bukti P-28) untuk dilanjutkan
sidang pendahuluan (Bukti P-30);
4. Bahwa menanggapi aduan tersebut, menurut hemat teradu III adalah

aduan yang mengada-ada, alasannya adalah:
4.l.Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pasal6 ayat
(2) pada huruf a berbunyi:---"Jujur maknanya dalam penyelenggaraan
Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata
terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa
adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan"--- ;

Bahwa berkenaan dengan pengertian jujur dengan yang didalilkan
oleh pengadu sebagaimana yang tertuang dalam uraian Pokok
Pengaduan adalah kronologis yang mengada-ada;
Bahwa tentang dalil pengadu yang menyatakan para teradu Udak
mengindahkan protes pengadu adalah tidak benar, karena
kenyataannya protes pengadu telah dilaksanakan oleh para teradu.
Bahwa Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 sub huruf (c) Peraturan KPU
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2OL9 tentang Pemungutan dan
Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum menegaskan, anggota
KPPS lima meminta pemilih untuk mengisi atau mencatatkan dan
menandatangani formulir Model C7 DPK-KPU sesuai dengan identitas
pemilih dalam KTP-el atau Suket berdasarkan formulir Model A.DPK-
KPU. Sehingga apa yang dilakukan oleh para teradu betul-betul
mengikuti mekanisme tentang pemilih yang menggunakan KTP-el
atau Suket tersebut;
Bahwa para terlapor telah melakukan langka perbaikan yang
dilakukan oleh PPS Desa Karossa dengan algmperbaiki C1 Plano
untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa pada
Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota berdasarkan data yang tertuang dalam daftar hadir
C.7 DPK-KPU sebagaimnna permintaan saksi Partai Politik hal
tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Nomor OL2l274-
PPK.KRS/II/|ZOL9 tentang Perbaikan Data Pemilih Dalam Daftar
DamiIiL' IZlrrrarro ,I-\DIZ) .{i Tlpoo T/orncco T)olam Damili}'an f Tmrrm

Tahun 2019;
Bahwa selanjutnya langkah perbaikan yang dilakukan PPS Desa
Karossa dengan memperbaiki C1 Plano untuk TPS 8 dan TPS 9 Desa
Karossa pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi

ut l\v rlsuqlr4Lvra,/ rwlg J.!r5 svr^Elur l4upq luv.@\urlarr

rrernhrrlrqqn cleftqr hqdir C 7 nplf-I{Pll qehqoai rlafa ncrntrandinrr
dimana PPS Desa Karossa dalam melakuan perbaikan hanya pada C.1
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Berhologram dan C1 Plano, hal tersebut disebabkan kerena tidak
adanva keberatan yans diaiukan oleh saksi Partai Politik:

4.2.Bahwa pengadu tidak jujur dalam mengungkap fakta dan informasi
LCrr(arl rapurarl uuE,aalr pcrarrBS,ararr. Aur.tlulsua-s[ rcrrr[u lDrvl .r(c

Bawaslu Frovinsi Sulawesi Barat (Bukti P-271 dan laporan diterima
Bawaslu Provinsi (Bukti P-28) untuk dilanjutkan sidang pendahuluan
(Buk+J F-30). I(arela ken;'at-aann;ra Ba'r.'as!u Prc.-,insi Sula'.'.'esi Rqrat
telah memeriksa lanoran neneadu vans marra materi laooran denean
materi yang disampaikan dalam aduan pengaduan ini persis sama;
Bahwa Bawaslu Frovinsi Sulawesi Barat telah memeriksa laporan
pengadu dengan Putusan Nomor: O4l ADMIBWSL.PROV-
30.00/PEMILU/V12019 tanggal 27 Mei 2Ol9 yang amar putusannya
berbunyi:
Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan meliakukan perbuatan pelanggaran administrative Pemilu
Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang
Pemilihan Umum yang menyatakan pelanggaran administrative
pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata ca.ra, prosedur, atau
mekanisme yang berkaitan dengan admnistrasi pelaksanaan pemilu
dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu

5. Bahwa terkait pernyataan pengadu yang menyatakan "para teradu tidak
jujur dan diduga bekerl'asama dengan pihak lain yang diuntungkan,
adalah dugaan yang udak mendasar, yang mana pengadu tidak dapat
menjelaskan lebih lanjut pihak lain mana yang dimaksud yang
mendapatkan keuntungan dan bekeq'asama dengan para teradu. Padahat
para teradu selaku penyelenggara pemilihan umum dilapangan telah
melakukan tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilihan
umum secara baik yang berdasarkan kepada peraturan perundang-
undangan yang belaku;

6. Bahwa berkaitan dengan tugas teradu III sebagai korwil Kecamatan
Karossa dapat dijelaskan secara umum tentang tugas Korwil Anggota
KPU Kabupaten adalah tugas dalam rangka mempercepat kordinasi
supervisi pemtrinaan rlan penyelesaian masalah serta pemberian
informasi timbal-balik secara berjenjang antara KPU Kabupaten 6an
semua PPK dalam wilayah Kabupaten. Sebagaimana diatur dalam
ketentuan Peraturan Komisi psmilihan Umum Nomor g Tahun 2OLg
tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaaten/Kota pasal
37 ayat 1; Korwil anggota KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
pasal33 ayat (1) mempunyai tugas untuk:
a. MelakukanKordinasi;
b. Melakukan Supervisi
c. Melakukan Pembinaan; dan/ atau
A Lfamnarnanof Panrzalasoiqn npmoaofohon tarhor{on DDT. \rond }raro.lo

dnlam wilavah kerianVa.
[2.4,3.31 Tentang Pasat yang Dilanggar
Bahwa tentang pasal yang dilanggar sefoagaimana yang telah d.iadukan oleh

ltrr.,g"1rr, 
teradu III akan memberikan penjelasan dengan dalil-dalil sebagai

UUA II!UL.

1 Flnhrrrq Pasa.l 6 l{.ttruf lA llnrlsns-llndqno Nrrrnnr 7 Teh:;rn cn17 t.lntqn.
Pemilihan umum berbunyi: Kpu terdiri atas...c. Kpu KabupatenlKota.
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Pasal tersebut mengatur tentang tingkatan KPU sebagai penyelenggara
pemilihan umum dan tidak ada unsur dalam pasal tersebut vang
dilanggar teradu III;
IJaIlWa UrIOaIrg,-UIt(faIIg, t\U[lUI t tAllull ZUL I LCIIIaIIS, rCrrrillrftlII LJ]rrtltll
Pasal:
378 berbuyi: (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada
ser*ifilzef ?rasil nenohifrrnrrqn srlarD rlori TpS rlcnoan fi7zat Lrosil

nenehitunsan suara vane diterirna PPK dari TPS. saksi Peserta Pemilu
tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan
penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.

(2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil
penghitungar] suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 {lima} hari seteLrah

hari/ tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.
379 berbunyi: Penghitung€rn suara ulang untuk TPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara
hanya dilakukan di PPK.
380 berbunyi: (1) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah
suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
dad PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
yang diterima KPU KabupatenfKota, saksi Peserta Pemilu tingkat
kabupaten /kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu
Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU KabupatenlKota
melalcukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi
ulang data yang terrnuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara untuk PPK yang bersang|<utan.

(21 Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada
serttfikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan KPU Kabupaten/Kota
dan sertillkat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh
KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta
Pemilu tingkat kabupaten lkota, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu
Katrupatenf Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui
pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU
Kabupate n / Kota yang bersangkutan.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara d.alam
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan KPU Provinsi dan
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KpU,
saksi Peserta psmilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat
provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu provinsi, maka Kpu melakukan
pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data
l'ot[ famrrof r{olom sarfifiLof ral:onifrrlooi hocil nanrhifrrnron narnla}roa

suara untuk KPU Provinsi vang Uersroskut n.
Bahwa nonna Pasal378, Pasar 379 dan pasal 390 undang-undang Nomor
7 Tahun 2ol7 tentang pemilihan umum, mengatur tentang tata cara
perbaikan terhadap selisih hasil perolehan suara pada sertifrkat hasil
t-^1-i-;^^;a* o;sr. .:.*-i TiS .1.-,^6-^^ o-.-.r-L-i- L.-;l 1r-^L-l-*^^5-.^ sriq.q
lll,.ts tliterirne PPI{ dcri TP.S .serfifilrat hasil nerhifrrnocn srrer. :rtriyrc-

diterima KPU Kabupaten/Kota dari PPK, sertifikat hasil perhitungan
Salina putusm ini tidak bisa dipergunaka sebagai rujuka resmi atau alat bukti.untuk infomrei lebih rmjut, n"o"*,r=.f"01ili 
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suara yang diterima KPU Frovinsi dari KPU Kabupaten/Kota, serifikat
hasil perolehan suara vans diterima KPU dari KPU Provinsi. saksi partai
politik, saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu setlagimana simaksud
uararll rasar J/o, rasal Jty uart rasar J6u urrua0B,-urroarrE, r\orilur I

Tahun 2Ol7 tenta:rg Pemilihan Umum digunakan jika te{adi selisih
antara perolehan suara Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPRD Frovinsi,
DPFID KabupatenlY-olt, susra Pasangan Calon untuk Pernrlu Presid.en
dan Wakil Presiden. dan iumlah suara sah dan tidak sah. serta iumlah
pengguna hak pilih yang tertuang dalam ser[ifikat hasil perolehan suara.
Bahwa secara normatif ketentuan Pasa] 378, Pasal 379 dan Pasal 380
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan Umum TIDAK
BERKAITAN dengan tata cara penyelesaian terhadap adanya perbedaan
jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah
pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebagaimana
yang diadukan oleh pengadu. Oleh karenanya teradu III Udak melanggar
unsur dalam pasal tersebut;

3. Bahwa Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2Ol7 Tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pasal 6 ayat {2)
pada huruf a berbunyi:---"Jujur maknanya dalam penyelenggaraan
Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata
terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa
adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan"--- ;

4. Bahwa berkenaan dengan deli'l yang telah disampaikan teradu III diatas,
teradu III telah melaksanakan tugas dan fungsi selaku anggota IGU
Kabupaten Mamuju Tengah dengan baik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan maka pelanggaran Kode Etik terkait etika jujur
tidak dilanggar oleh teradu III.

12.4.41Jawaban Teradu I1I dan V
12.4.4.11 Sanggahan Terhadap aduan Pengadu
1. Bahwa permasalahan dalam pokok pengaduan pengadu, adarah pada saat

rekapitulasi tingkat kecamatan Karossa. Pengadu mengajukan protes
dalam hal adanya penggelembungan data pengguna hak pilih daftar
Pemilih Khusus (DPK) di TPS, 3, S, 7,8, g, 12, dan 13, Untuk
DPRD,Kab /Kota, DPRD Provinsi, dan DpR RI di Desa Karossa Kecamatan
Karossa, Kab, Mamuju Tengah dan teradu IV dan V tidak membuat
rekomendasi untuk membuka Kotak suara.

2. Dalam menjalankan tugas pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan,
Teradu [V dan V senanliasa memperhatikan peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2}tg tentang
pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan
penetapan hasil Pemilihan Umum. Dalam BAB 1 ketentuan Umum pasal
1 Ayat |127) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah
nar^cA. nanirrmlaLon hocil nanohitrrnaan narnlalron srro14 nosonroh

Calon Untuk pemilihan Presiden dan Wakit Presiden, partai politik, dan
Calon Anggota DPR Untuk Pemilu Anggota DPD, partai Politik dan Calon
Anggota DPRD Provinsi, Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi. partai
Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota, untuk pemilu Anggota DPRD
:iu'ut'I:u; Jqra6 .]..1--1*;L*. -l-1^ iila,I.I.I-ll IIIU :i-Ll'Ii-L, IiIU i^-,.i.^o;
rlqn k-PII f)lehlrarnanvq halrura nenoarlrrcn rrenoadrr qensaf tidqb
beralasan dengan menafsirkan dugaan ad.anya penggelembungan

Salina putusa ini tidak bisa dipergunaka sebagai rujukan rsmi atau alat bukti.untuk inromrei lebih ranjut' n"o"*'fif'01il;;;;;fruo*iiflfil+;#?#*rn No- 14, rakrta pusat ro35o,
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Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus, sebab pemilih Khusus
adalah Pemilih vans tidak terdaftar pada pemilitr tetap {DPT). ataupun
dalam Daftar Pemilih Tambahan, tetapi berhak untuk dilayani, untuk
urclr88ulraff.alt IIaK prrrrrulya lJaua llalr pcral(sit-tlaall pc[IuII8,uLaIl suala
sepanjang memenuhi syarat sebagaiman yang diatur dalam peraturan
perundang Undangan terkait jenis pemilih (DPK), Faktanya bahwa tidak
ada lapcran perse'lisrhan hasil pemilu, Khususn5ra di .r.,{ayah k-ecaqratan
karossa. Adalah bukti hahwa tidak ada nermasalahan terkait iumlah
perolehan suara dalam rekapitulasi tingkat kecamatan Karossa.

3. Bahwa pengadu mengadukan ketua dan anggota panwaslu kecamatan
Karossa, dalam hal ini Abdul Rahman dan Abdul Jalal sebagaimana
disebut sebagai teradu tV {empat} dan V (lima) karena tidak membuat
rekomendasi untuk melakukan pencermatan data pengguna hak pihh
DPK.

4. Pengadu perlu mengetahui bahwa dalam pengawasan rekapitulasl
penghitungan perolehan suara tidak mengatur rekomendasi terkait
perbaikan Data Pemilih, Yang menjadi pokok pengawasan Panwaslu
Kecamatan adalah memastikan PPK menjelaskan prosudur dan atau
mencocokkan selisih perolehan suara degan hasil rekapitulasi hasil
penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Undangan sebagaimana diatur dalam Pasall6 Peraturan Badan Pengawas
Pemiliham Umum Republik Indonesia No 2 Tahun 2OI9 Tentang
pengawasan rekapitulasi hasil pengtritungan perolehan suara dan
Penetapan Hasil pgmilihan Umum selengkapnya sebagai berikut : "
ayat ( 1 ) Panwaslu kecamatan mengajukan keberatan kepada PPK dalam
hal prosedur dan
atau selisih dalam penghitungan perolehan suara yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
Ayat (2) terhadap keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat { 1}
Panwaslu
kecamatan memastikan PPK menjelaskan prosedur dan atau
mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-Undangan.
Ayat (3) Panwaslu kecamatan memastikan PPK memberikan kesempatan
kepada saksi untuk mengajukan keberatan.
Ayat {a) Panwaslu kecamatan memastikan PPK mengadakan pembetulan
pada waktu yar:Lg safita terhadap keberatan yang cliajukan sraksi atau
Panwaslu kecamatan sebagaiamana dimaksud pada ayat {1) dan ayat{3)
dapat diterima.
Ayat {5) dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan
sebagaimana dimasud pada ayat (4) panwaslu kecamatan memberikan
rolznaanr:l o ai

Rekomendasi vang dimaksud adalah iika teriad.i selisih perolehan hasil
suara rekapitulasi dengan penghitungan perolehan suara untuk
dilakukan penghitungan surat suara Ulang di PPK berdasarkan atas
rekomendasi pengawas pemilihan umum Kecamatan, namun demikian
6 l_- n7 i r, , / :t i: 1 a f, / hhr,avl4uu rv uarl v LvLay leutrJqurpr.tr\.lr gvu4ra llwlt Au},quo lluLqu rrr\

rlslatn Frql ini Palr Nassnlrlrlin rrnfirlr rrrerpsl.lrrn rlnn rncncrebnrnrvTir setian
keberatan saksi.sepanjang tidak merugikan pihak lain sehingga atas

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakm sebagai rujukm rsmi atau alat bukti-untuk info,zrxi rebih rmjut, n"o"*'":ifi;iliifiiifro5}*rrril 
.*#Xr:i*n No. 14, rakata pusat I o350.
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permintaan saksi Partai Keadilan Sejahtera atas nama Syamsul Bahri
vans mempertanvakan Data Pemilih DPK tidak sesuai dengan pengguna
DPK maka PPK melakukan Pencermatan dengan memperlihatkan Daftar
rraul.[ t \-r, aras pclfirurLa.arl sal(sr rIl.D yiil8, ulcrr rrl\ rxcrrycuul frusclr
Pemilih, sehingga TPS dalam Desa Karossa Yaitu TPS, 3,5,7,12 dan 13

dibuka oleh PPK untuk melihat Daftar Hadir (C7) atas permintaan saksi,
terkait dengan IPS, 8 dan 9, PPK c,:kup rnelakukan Pencocokan dengan
mencennati Cl Holoeram vans disandinekan densan Cl Plano. nada
kesempatan ini sebagai teradu Teradu [V dan V pun melampirkan alat
bukU pengawasan Teradu IV dan V
yaitu :

1. Form A pengawasan Rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara
tingkat kecamatan

2. Karossa untuk desa Karossa pada TPS, 3,5,7 ,8,9,12 dan 13.
3. Fotokopi model DA 1 Plano yang diisi berdasarkan Formulir C 1 DPRD

Provinsi. DPRD Provinsi, DPRD lkb/Kota, dan DPR RI.
4. Berita Acara perbaikan Data TPS 3,5,7,8,9,12 dan 13. Desa Karnssa

dari PPK.
5. Bahwa pengadu telah mengadukan Pengawas pemilihan Umum Kecamtan

Karossa Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggra Pemilu dengan dugaan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan {Jmum, berdasarkan
pasal yang dilanggar Pasal 6 huruf (c), 378,379,380, UU Nomor 7 Tahun
2OL7, tentang Pemilihan lJmum, dan Pasal S,Pasal 6 Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang kode

etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan Umum,
6. Dalam pokok pengaduan pengadu tidak terlihat karal<ter yang

digambarakan dalam uraian peristiwa yang diadukan, mengarah kepada
pelanggaran kode etik. Selain itu pengadu tidak mengetahui secara jelas
mengenai kedudukan Hukum penyelenggara Pemilu Adhock yang sudah
diatur tersendiri sebagaimana dalam Peraturan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2oL9, Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Beracara Kode
Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebagaiman diuraikan dalam pasal
sebagai berikut :

Pasal 10 B,
dalam hal teradu dan atau terlapor yaitu penyelenggara pemilu yang
menjabat sebagai
Anggota.
a. Panwaslu Kecamatan
b. Panwaslu Keluarahan/Desa atau
c. Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
Denaar{rroa .{oa ofolr T onnron r{ia:.rrl:an lanrotrnc lzanar{o Elorrroslrr

kabupaten lKotadensan
berpedoman pada peraturan Bawaslu selanjutnya peraturan Badan
Pengawas Pemilihan
umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2oLg, tentang mekanisme
liruu4aa6@rqtr
t)elqrtog,rqYt kcvle F'fit Psnitiq Penrrarva.s Pernililrcn I Irnrrrn
Kelurahan/ Desa, dan pengawas

Salinm putusa ini tidak bisa dipergunakm sebagai rujukm r*mi atau alat bukti.untukinrormxilebih lajut,n"o"*'r:if'01;l;Ii;;'r1ilSlfilrrfr.t#?r:hmin No. 14. Jakatapusat ro3s0,
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Tempat pemungutan Suara.
Pasal 3

y:_..il J-renangana.n (rugaeul rerarlggaran Kooe Eur< oeruu]u€ur menjaga

Kehorrnatan, kemandirian,dan kredibilitas anggota Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu
Kelurahan/Desa Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
Avat {2} Penanganna sebaeaimana dimaksud nada avat 11} dilakukan oleh
bawaslu
KabupatenlKota terhadap Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu
kelurahan/ Desa termasuk
Pengawas TPS.
Ayat (3) Penanganan sebagaimarla yang dimaksud pada ayat (2)

a. Temuan Pengawas Pemilu Atau
b. Aduan penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu,Tim
Kampanye, Masyaraqkat dan/ atau
Pemilih yang dilengkapai indentitas yang jelas
Demikianlah peraturan yang dibuat untuk mengatur atau membatasi
tingkah laku manusia untuk menciptakan ketertiban, menjadikan
pedoman untuk mengatur kehidupan
bermasyarkat agar dapat terciptanya keadilan dan perdamaian.

12.4.4.21Kesimpulan
Hukum diciptakan sebagai Pengatur tatatertib dalam menyelesaikan masalah
untuk mewujudkan keadilan social fagi seluruh Warga masyarakat sehingga
dengan demikian Teradu IV dan V sebagai terlapor merasa bahwa pengadu
tekah membuat kekeliruan, membuat laporan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu sehingga Teradu IV dan V berpendapat bahwa aduan
pengadu tidak sesuai prosedur Hukum Beracara.dalam kedudukan hukum
Pengawas pemilihan umum yang bersifat edhock,dan apabila pengadu
berkeyakinan bahwa: pengawas pemilhan umum kecamatan karossa telah
melakukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu hendaknya
Udak mengesamping!<an pedoman beracara kode etik penyelenggara
pemilihan umum sebagaimana telah diatur didalam peraturan dewan
kehorrnatan penyelenggara pemilihan umum republik inddonesia nomor 2
tahun 2oL9 serta peraturan badan pengawas pemilihan umum republik
Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang mekanisme penanganan pelanggaran
kode etik panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, pengawas pemilihan
umum kelurahan desa pengawas tempat pemunguLan suara oleh karenanya
Teradu IV dan v sebagai teradu berkeyakinan terhadap pengaduan pengadu
bukanlah kewajiban Teradu IV dan V untuk memberikan jawaban akan tetapi
rasa percaya dan hormat kepada majelis sidang dewan kehormatan
penyelenggara pemilu tak dapat Teradu IV dan V kesampingkan narnun
nonrilanron 'Tpror{rr T\/ rlon \/ fplon r{oIom ncnnlalzon ipr}rorlon rnlznlr

oermasalahan dalam uraian peristiwa dan alat bukti vang diadukan pengadu.
menurut hemat Teradu IV dan V tidak relevan terhadap pokok pengaduan
yang mengarah kepada dugaan pelanggaran kode Etik,

l-.a.vl gewqyetr avasBs la

[2.4.5. 1l Tentang Eksepsi:
Salinm Putusm ini tidak bisa dipagunakan sebagai rujukm resmi atau alat bukti.

Untuk informmi lebih lmjut, hubungi Sekretris Persidmgm oXpp ru, U. u}I. rfr*rin No. 14, Jakata pusat lo35o,
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Diunduh dari laman :

Bahwa Teradu VI menyatakan menolak seluruh materi adual pengadu'

kecuali terhadap hal-hal vang secara tegas dan bulat diakui

kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum Teradu M;

lfaflwa auuarl pcrrS,auu uuari [rcurcuurl syalal rorrxu auuilrl sc Da8'anlllarra

yang telah diatur Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

PFrahrrar,l T'lcII atan Per5relenggar:a Penllih:l r-IEuE Norao!' 3

Tahun20lTTentanePedomanE}eracaraKodeEtikPenvelengsara
Pemilihan Umum, dalam Pasal 10A berbuyi: Dalam hat Teradu dan/atau
Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai anggota:

a. PPK;
b. PPS; atau
c, KPPS,
Pengaduan dan/ atau Laporan diajukan langsung kepada KPU atau KIP

Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berpedoman

pada Peraturan KPU atau Bawaslu.
Selanjutrrya Pasal 10E} berbunlT: Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor

yaiflr Penyelenggara Pernilu yang menjabat sebagai anggota:

a. Panwaslu Kecamatan;
b. Panwaslu Kelurahan/Desa; atau
c. Pengawas Tempat Pemungutan Suara,
Pengaduan dan/atau Laporan diajukal langsung kepada Bawaslu

Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu'

Hal tersebuat dipertegas dengan surat Ketua Komisi Pemilhan Umum

Republik Indonesia Nomor: 225IPP.05-SD lOL|KPUllll2019 Tanggal 6

F ebruari 2Ol9 Perihal Surat Edaran tentang Penalganan dugaan

pelanggaran kode etik oleh PPK, PPS dan KPPS.

lO. Bahwa berkaitan dengan poin 2 (dua) tersebut diatas, aduan pengadu

s€bagaim6l4 diketahui telah mengadukan pihak-pihak yakni:
l. Nasaruddin

Jabatan Ketua PPK Kecamatan Karossa Kabupaten Momuju Tengah

Provinsi Sulawesi Barat sebagai Teradu I.
2. Ricar Arther

Jabatan Ketua PPS Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten
Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat sebagai Teradu I1.

3. Abd. Rahman
Jabatan Ketua Panwaslu Kecamatan Kamssa Kabupate n Mamuju
Tengah Provinsi Sulawesi Barat sebagai Teradu IV.

4. Abdul Jalil
Jabatan Anggota Panwaslu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju
Tengah Provinsi Sutawesi Barat sebagai Teradu V'

1 1. Bahwa aduan pengadu adalah cacat procedural dan melanggar ketentuan
s-hddoitron4 Tarozlrr \II o.tn-iL.- nozla anin D lzllol di-+ao L--r- n^n^

kenvataannya adual Dengadu vans berkaitan dengan teradu I. teradu II'
diajukan langsung kepada KPU atau KIP Kabupaten/ Kota atau Bawaslu
Kabupaten/Kota sedangkan teradu IV dan teradu V diajukan langsung
kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Dimana pengadu belum pernah

4uuqra/ rqyv!@r oLu454rJ!or4 JquS uraru!

Pasal tflP Pcrqirrrqn I.}crwan I{e}rorrnafcn Penrzelansqora PerniLr FcnrrhliL

Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan
SaliDe putus& ini tidak bisa dip.rgunake scbagai rujuk& !6Di atau alat buLti.

Untuk inforrnsi lcbih l.njut, hubungi Schctaris Persidange DKPP RI, J. MH. Thanrin No. 14, Jakalta Pu3at I o35o,
tor. (* rf:t-:3:::,Far- (o-2r ) 3 1e224s,
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Kehormatal Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O 17

Tentans Ped.oman Beracara Kode Etik Penvelenggara Pemilihan Umum:

12- Berdasarkan hal-hal dan kenyataan yang dikemukakan oleh Teradu VI

uararlr uaBlall cLscPsr uu, auanarl l(rr alrya curaulj ucruasal uall uclana$alr

hukum untuk menyatakan aduan pengadu tidak dapat diterima (Niet

Ontvanklijk verklaard) ;

12 - 4 - -1 -2'l Tert=ng PetsoL -a-dug:r :

g. Etahwa seoanians tidak bertentansan dan tidak merueikan kenentingan

Teradu VI, maka eksepsi dan jawaban pokok aduan merupa-kan satu

kesatual yang tidak te rPisahkan;
9. Bahwa membaca dan memahami isi dan materi aduan pengadut maka

Teradu VI akan memberikan jawaban s€kaitan dengan kronologis

kejadian kedua Yaitu:
1. Waktu Kejadia-n : Senin, 6 Mei 2019 Pukul 13'00

s/d 16.00 Wita
2. Tempat Kejadian : AuIa Milenial Desa Topoyo

Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Pmvinsi Sulawesi

Barat.
3. Perbuatan Yang Dilakukan : Menyembunyikan adanya

keberatan saksi (Model DA.2-KPU) pada saat memulai rekapan

ditingkat Kabupaten dan menyembunyikan perbaikan

penggelembungan data pengguna daftar pemilih khusus yang

diperrnasalahkan.
4. Pasal yang dilanggar : Pasal 2 ayat {21 huruf b

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indone sia Nomor 3

Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam

Pemilu dan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
1O. Bahwa terkait aduan teradu yang menyatakan pengadu menduga

para teradu tidak jujur mel,aksanakan tugasnya dan diduga

bekerjasama dengan pihak lain yang diuntungkan sehingga pengadu

mengajukan laporan dugaan pelanggaran Admnistrasi Pemilu TSM ke

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Bukti P'27) d'an traporan diterima
Bawaslu Provinsi (Bukti P-28) untuk dilanjutkan sidang pendahuluan
(Bukti P-s0);

11. Bahwa menanggapi aduan tersebut, menurut hemat Teradu M
adalah
aduan yang mengada-ada, alasannya adalah:

4.l.Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2O17 Tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pasal 6 a1'at

(2) pada huruf a berbunyi:--'Jujur maknanya dalam penyelenggaraan
lD6railrr D-a',alonmaro Daailrr ninasori nio+ rrhf!rL. oana+o-m^+^

tcrselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan vans berlaku tanpa
adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan"---;
Bahwa berkenaan dengan pengertian jujur dengal yang didalilkan
oleh pengadu sebagaimana yang tertuang dalam uraian Pokok
l---"-.1;-.^ -.1-l-1, 1,.-,,-l-6rr ri ar{t ---6-.1- -.1-, L--.I---i;-, IJ-l'
rnendasar lrahlron ierrh .7oi lrenrtatqel"r Aan fokte wano setrencrnrrq

sdinan putusd ini tidak bisa dipdgurl.kd B.bagai rujukan rcsEi aiau alat bukti.
Untuk inforrnsi lcbih lanjut, hubunei Sckr.taris P.rsidangan DKPP Rl, J. MH. Th5hrin No. 14. Jakarta Pusat 1o35o,

to, l* t )":r^-?"r-?:::r-Far- (o2 r ) s I e224s'
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Diunduh dari laman:

Bahwa teradu VI akan menjelaskan kronologls yang sebenarnya pada
saat perekapan ditinekat Kabupaten Mamuiu Tenqah sebaeai berikut:
1O. Bahwa Teradu VI selaku Pimpinan Rapat Pleno Tingkat

r\auutr)aLcfl lvralIruJu rc[8,arr ur.tsurljc[suaru(aIt rcrauu I sclaKu
Ketua PPK Karossa membacakan Serttfikat Perolehan Suara
Kecamatan Karossa (Form DA.1);

1-1. Bah.r.,a sernentara teradu I merlrbs.cakap fbr::n DA.1 tersebut,
neneadu meneaiukan Drotes meninta agar teradu I membacakan
keberatan saksi hasil rekapitulasi PPK (.DA.2);

12. Bahwa menanggapi protes pengadu tersebut, maka teradu VI
meminta teradu I untuk menyelesaikan pembacaan Sertifrkat
Perolehan Suara Kecamatan Karossa, namun oleh karena
pengadu terus melakukan protes maka teradu VI dengan
pertimbangan agar pengadu tidak terus-menerus menggangu
jalannya rapat, maka teradu VI mempersilahkan teradu I untuk
membacakan forrn. DA.2 sesuai harapan dan protes pengadu;

13. Bahwa setelah teradu I selesai membacakan form. DA,z, maka
teradu VI mempersilahkan kembali teradu I untuk form DA.l
sampai selesai.

14. Bahwa selanjutnya teradu VI meminta teradu I membuat jawaban
terhadap form DA.2 yang diajukan oleh pengadu;

15. Bahwa berdasartkan saran dari Bawaslu Kabupaten Mamuju
Tengah, maka teradu VI membuat Berita Acara Pembetulan
Rekapitulasi PPK secara keseluruhan untuk diserahkan kepada
saksi yang hadir;

16. Bahwa oleh karena pengadu tidak puas dan terus melakukan
protes dengan jawaban teradu I atas form DA.2 yang diajukan
pengadu, maka teradu VI mempersilahkan pengadu untuk
mengisi form. DB2;

17. Bahwa selanjutnya teradu VI selaku pimpinan rapat menetapkan
perolehan suara Kecamatan Karossa;

18. Bahwa teradu vI dalam melakukan penyelesaian keberatan
didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2o1g tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan suara Dan penetapan Hasil pemilihan
Umum yang berbunyi:

(1) saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan
keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitul;asi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara kepada Kpu/KIp Kabupaten/Kota
apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau Bawaslu
I:olrrrnofar,lTznto, vDl l,lIfrD rralrrrnotor,lva*o rrrojilr manr'plooLon

prosedur dan/atau mencocokk€rn seusih Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan suara dengan formulir Model DAl.ptano-
PPWP, Model DAl.Ptano-DPR, Model DA1.plano-DpD, Model
DAl.Plano DPRD Provinsi, Mode1 DAl.plano-DpRD Kab/Kota.

tu, u44u r^(u r\uuvrqlarr J@t6 ulgJu!\qal v4lrgt uqr^,/ argu u4ryqgtu
I{ohrrnafen llfnto se}rarroirnana rlirnalr.srrrl nqde sva! ,l ) drrnqt

Salinm putusm ini tidak bisa dipagunakan sebagai rujukm resmi atau alat bukti.Untuk inform*i lebih lanjut, hubungi Sekretais F"..id*1g* nrpp ru, u. trlu. ffr*itr No. 14, Jakata pusat to35o,
Telp. (o21) s1922450, Fax. (O2r) 31TAZ4S,
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diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan
pembetulan.

l4l Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
Lrclr8,alr uara filcrrcorcl arr8,Ka yau8, salarl uii.Ir frlcrlurrsKart arl8,Ka
yang benar dalam forrnulir Model DAI-PPWP, Mode1 DAI-DPR,
Model DAI-DPD, Model DAI-DPRD Provinsi, dan/atau Model
TIA 1-npPf) Iiqtr lVatq ser-ta rlinafaf seheoai lzeiqdien

formulir Model DB2-KPtI.

tS) Ketua KPU/KIP KabupatenlKota dan Saksi yang hadir
membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan
sebagaimana dirnaksud pada ayat (41, KPU/KIP Kabupaten/Kota
meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota
yang hadir.

t7) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi
Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara yang telah ditetapkan.

(8) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, KPU/KIP
Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus pada fonnulir
Model DB2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi.

(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Bawaslu Kabupaten/Kota darr
Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi
yang menjadi catatan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(10) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian
dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
pada formulir Model DB2-KPU.

(1U KPU/KIP KabupatenlKota memberi kesempatan kepada saksi,
Bawaslu Kabupatenf Kota, pemantau pemilu untuk
mendokumentasikan hasil rekapitulasi.

(I2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat
berupa foto atau video.

4.2.Bahwa pengadu tidak jujur dalam mengungkap fakta dan informasi
terkait laporan dugaan pelanggaran Admnistrasi pemilu TSM ke
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Bukti P-27) dan Lapran diterima
Bawaslu Provinsi (Bukti P-28) untuk dilanjutkan sidang pendahuluan
(Bukti P-30). I(arena kenyataannya Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
telah memeriksa laporan pengadu yang mana materi Laporan dengan
.mq*ari 

l.--3 r{ioomnoilzon r{olam oilrran npnooz{rron ini ncrsio s6ffio.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memeriksa Iaooran
pengadu dengan Putusan Nomor: 04 / ADMlBwsL.pRov-
3O.00/PEMLLUlvl2019 tanggal 27 Mei 2oL9 yang arnar putusannya
berbunyi:
l,r-.^y-Ll'-.^ ?-.1.-1,-^ I .].-^. T'^L-1r-^ II ';.:.-:, L-.L;Ll; evuua;1..L-.^
vnerrolrinlron rnelqlarlrcn nertrrrcfen r:leTnnsoiernn qdrninistrcfirre pernillr
Pasal 46o ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 2olr tentang

, Salinm putusan ini tidak bisa dipergunakm sebagai rujukan rsmi atau alat bukti.untuk inrorm*i rebih rmjut, n"o"*'r..if.(Hi|il.r'r1663yil;il 
rt;1?r:hmin 

No. 14, rakata pusat 1o3so,
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Pemilihan Umum yang menyatakan pelanggaran administrative
pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara. prosedur. atau
mekanisme yang berkaitan dengan admnistrasi pelaksanaan pemilu
uarafir scuap Lalr4tr)arl pclrycrcl8,8,4raalr pc[uru

12. Bahwa terkait pernyataan pengadu yang menyatakan "pdra teradu tidak
jujur dan diduga bekerjasama dengan pilnk lain gang diunfiingkan"
ad,plah dugaan ),"1r9 tida-k 'nendasar', ),ang mana pengad.u +ida-t dapat-
menielaskan lebih laniut nihak lain mana vans dimaksud vans
mendapatkan keuntungan dan bekeq'asama dengan para teradu. Padahal
para teradu selaku penyelenggara pemilihan umum dilapangan telah
melakukan tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilihan
umum secara baik yang berdasarkan kepada peraturan perundang-
undangan yang belaku;

[2.4.5,31 Tentang Pasal Yang Dllanggar
Bahvra tentang pasal yang dilanggar sebagaimana yang telah diadukan oleh
pengadu, Teradu VI akan memberikan penjelasan dengan dalil-dalil sebagai
berikut:
1. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RepubUk

Indonesia Nomor 3 Tahun 2Ol9 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan
Suara Dalam Pemilihan Umum berbunyi:
(2| Dalam menyelenggarakan Pernilu, Penyelenggara Pemilu berpedorran
pada prinsip:
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. berkepastian hukum;
e. tertib;
f. kepentingan umum;
g. terbuka;
h. proporsional;
i. profesional;
j. akuntabel;
k. efektif;
l. efisiensi; dan
m. aksesibilitas
Pasal tersebut mengatur tentang prinsip dasar yang harus menjadi
pedoman oleh penyelenggara pemilihan umum dan hal tersebut ticlak ada
unsur dalam pasal tersebut yang dilanggar Teradu VI;
7. Bahwa Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun ZOIT
Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku penyelenggara pemilihan Umum
mengatur tentang landasan sikap serta prinsip yang harus dilaksanakan
nlalt nantrelcrlmora namil.it an rrmrrh.

Bahwa dikaitkan densan aduan vang disampaika:r oleh pengadu kepada
teradu VI terhadap pasal yang didugakan, hemat teradu VI adalah dugaan
yang mengambang tanpa menjelaskan secara detal perbuatan melanggar
apa yang dilakukan oleh teradu M dikaitkan dengan pasal yang mana
Ja'5, --1o.o..5 1r-^L*oL.^ L-ro-L*l. Cl-I" L-r..o t-l-.I-L jrlo*^^
,"lat.ro,sran Lorle eti1r vqlts dilakrrlran nleh tcradrr \/I w-tr,be tercdrr \/T

Salinm puhlsil ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan rsmi atau alat bukti.untuk inform*i lebih lanjut, hubungi Sekretris F.."id*g* nxpFru, u. un. trr*tlr, No. 14, Jakata pusat 1o350,
Telp. (021) 31922450, Fax. (O2t) s19224S,
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menganggap aduan pengadu adarah aduan yang mengada-ada dan tanpa
dasar.

LZ.+.01 r|resrEpuraa uauraDal'rerao.u l, lt, tll, qaI. vl

diwakili oleh teradu I menyampaikan keberatan kepada Majelis pemeriksa
terkait rekomendasi dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan
Sejahtera Provinsi Sulawesi Barat dimana teradu dalam ad.uannya
mencantumkan jabatan sebagai Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi
Dewan Pengurus Wilayah Partai Keartilan Sejahtera provinsi Sulawesi
Barat, namun. faktanya teradu tidak dapat memperlihatkan rekomendasi
dimaksud; Bahwa hal tersebut penting sebagai legal standing untuk
mempe4'elas status dan keadaan dimana seseorang atau suatu pihak
ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk
mengajukan aduan mewakiU atas nama Dewan Pengurus Wilayah partai
Keadilan Sejahtera Provinsi Sulawesi Barat;

2. Bahwa oleh karena teradu tidak dapat msmperlihatkan rekomendasi
dan/atau mandat dari partai yang diwakili, maka para teradu
menganggap aduan teradu tidak memenuhi syarat dan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara pemilihan
Umum.

3. Bahwa aduan pengadu adalah tidak bersyarat dan cacat hukum sehingga
laporan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Alasannya adalah
aduan pengadu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebagimana diatur dalam Pasal 10A dan pasal 10E}
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2olg tentang perubahan Atas peraturan Dewan
Kehorrnatan Penyelenggara pemilihan umum Nomor g rahun zor1
Tentang Pedoman Beracara Kod.e Etik penyelenggara pemilihan Umum;4' Bahwa aduan pengadu adalah katlur {obsanur libel), hal mana dalil-dalil
yang disampaikan oleh teradu dalam aduannya saling kontradiktif satu
sanna Lain. Alasannya adalah: dalam pokok pengaduan mendalilkan _____

"Pada saat perekapan ditingkat ppK pelapor melakukan protesan
terhadap terlapor I (Ketua PPK) terlapor II (Ketua PpS) dan disaksikan juga
oleh terlapor III (Anggota KPU/Koorwil Kecamatan) terlapor tV {KetuaPanwascam) terlapor v (anggota panwascam) dalam hal adanya
penggelembungan Data Pengguna Hak Pilih Daftar pemilih Khusus (DpK)di TPS 3, 5, 2,8, g, L2 dan lS untuk tingkatan pemilihan DpRD
Kab/Kota, DPRD provinsi dan DpR RI di Desa Karossa (bukti p_1) sampard:-gl- {P::LI p ?1) l'=:g =3::3 :3=,la t::l^-p:: t::::b:t d::t:: Id:l:
mensindahkan nrotesan oelaoor untuk melakukan oerbaikan denganpencennatan mencocokkan daftar hadir C7 DPK dengan jumlah kertas
suara yang ada dalam kotak suara DPRD Kab/Kota, DPRD provinsi danDPR RI....-..dsf'-----peristiwa yang diadukan dan/atau dilaporkan
,'c'd.iiiio, ----- ivicialuira'FcrL.iirarr. rrat. Fcr.r*tcic'ri-rLur*a,r Fc'EE,u'a
r-\-+^+ D^6'i1:1' r/L"Frr- 6^J^ ra, Dr^s^ +^-n^ a^7^-1.,.''-^a aa*aa*alar

5. Berdasarkan hal-hal dan kenyataan yang d.ikemukakan oleh para teraduSalinu l:tY"T ini tidak bisa dipergunakm sebagai rujuka resmi atau alat bukti.untuk inrommi rebih rmjut, n"o"*,r:if",;il;*;tru;=*"ilTff,+;##"*,,in No 14, JJuta pusat rosso,
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\

dalam bagian eksepsi ini, adalah kiranya cukup berdasar dan beralasan
hukum untuk menvatakan aduan pengadu tidak darrat diterima {l\riet
Ontu anklij k u erkl aar d) ;

Teatang Pokok Laporan
Bahwa fakta persidangan pemeriksaan perkara oleh Majelis Pemeriksa Dewan
Kehcrmatan Penl,elenggara Fepilu F-epubldr Ind.onesia terhadap aduan
neneadu vans menvatakan:
Kronologis Pertama:
Pada saat perekapan ditingkat PPK pelapor melakukan protesan terhadap
terlapor I (Ketua PPK) terlapor II (Ketua PPS) dan disaksikan juga oleh terlapor
III (Anggota KPu/Koorwil Kecamatan) terlapor IV (Ketua Panwascam) terlapor
V (anggota Panwascam) dalam hal adanya penggelembungan Data Pengguna
Hak Pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 3, 5, 7, 8,9, L2 dan 13 untuk
tingkatan pemilihan DPRD Kab/Kot4 DPRD Provinsi dan DPR RI di Desa
Karossa {bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-2Ll yang mana semua terlapor
tersebut diatas tidak mengindahkan protesan pelapor untuk melakukan
perbaikan dengan pencennatan mencocokkan dafta.r hadir C7 DPK dengan
jumlah kertas suara yang ada dalam kotak suara DPRD Kab/Kota, DPRD
Provinsi dan DPR R[, itu dikarenakan terlapor I, terlapor II, dan terlapor III
tersebut diatas tidak membuka kotak suara, termasuk juga terlapor IV dan
terlapor V tidak menindaki kejadian itu untuk ditruat rekomendasi membuka
kotak suara, padahal jelas sekali terjadi penggelembungan Data Pengguna
Hak Pilih Daftar Pemilih Khusus yang dimana Daftar Pemilih Khusus {DPK)
Model A.DPK-KPU (Bukti P-221 lebih sedikit daripada menggunakan hak
pilihnya dalam Daftar Pemilih Khusus, Namun pihak terlapsl tersebut diatas
tetap saja menetapkan hasil Rekapitulasi yang dituangkan dalam sertifrkat
rekapitulasi Model DAAI-DPRD KAB/KOTA, DAA1 DPRD PROVINSI dan DAA1
DPR RI (Bukti P-23]'sehingga pelapor membuat pernyataan keberatan yang
dituangkan kedalam formulir DA2-KPU (Bukti P-241.
Kronologis Kedua:
Yaitu pada saat perekapan ditingkat Kabupaten terlapor 1 saat memulai
membacakan hasil rekapitutasi tingkat kecamatan, terlapor 1 dengan upaya
menyembunyikan adanya kejadian khusus keberatan pel;apor, sehingga
pelapor melakukan protesan lagi baru terlapor I memulai membacakannya
(Bukti P-30) dan setelah dibuatkan berita acara pembetulan oleh terlapor VI
(Ketua I(PU) (BukU P-25) dan diserahkan salinannya kepada pelapor, seketika
itu juga pelapor menetti dokumen berita acara perbaikan, dan ternya&r masih
terdapat hal yang serupa yaitu menyembunyikan data perbaikan yang
diprotes oleh pelapor, sehingga pelapor mengajukan keberatan lagi dengan
mengisi formulir DB2-KPU (Bukti p-261.
Tuntutan:
llrfparrofolzon npnror{rr mcnrlrrro horo tarar{rr +iAo1z irilrrr rlon AiAttno

bekeriasama dengan pihak lain vans diuntunekan sehinesa pengadu
mengajukan laporan dugaan pelanggaran Admnistrasi pemilu TSM ke
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Bukti P-27) d.an laporan d.iterima Bawaslu
Provinsi (Bukti P-28) untuk dilanjutkan sidang pendahuluan {Bukti p-30);
3t1'*L*..5o.. .1.-^^5o.^ l'-jo.l;o.. i--.o-L*| .-Lroloo, o5* DIS| 

--*..rlroo .]o.,
rnerntrtrrs rlrtopqn r*lqrtaoerqrt 1frulc ffik Penrrelcnocare Peynihr rrnfrrlr
dijatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap.

Salinm putusu ini tidak bisa dipagunakan sebagai rujukm resmi atau alat bukti.untuk inrormci rebih lmjut' n"o"*'"tif'(ff;iffi;ifrSlffd;il,.'iL#X.:"*n No' 14, Jakuta Pusat ro35o,
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Bahwa atas aduan tersebut. Dara teradu telah memberikan iawaban dalam
persidangan tersetrut dengan fakta-fakta serta dalil-dalil sebagai berikut:
l. sanwa JawaDan por<oK perKara olen para teraou telan olDuat secara

tertulis masing-masing tertanggal 13 Juli 2Ol9 dan telah dibacakan dan
diserahkan kepada Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara
P:-ilu p:d: :r:t :ids:g pe=edk::::: be5':!*:;

2. Bahwa oara teradu telah memhuktikan bahwa hal vane dioersoalkan oleh
pengadu telah dilakukan perbaikan oleh PPS Desa Karossa dengan
perbaikan untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa
pada psmilihan Umum Calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota berdasarkan data yang tertuang dalam daftar hadir C.7
DPK-KPU sebagaimana permintaan saksi Partai Politik hal tersebut
dibuktikan dengan Berita Acara Nomor OI2|274-PPK.KRS/IY /2OL9
tentang Perbaikan Data Pemilih Dalam Daftar Pemilih Khusus {DPK} di
Desa Karossa Dalam Pernilihan Umum Tahun 2Al9;

3. Bahwa selanjutnya langkah perbaikan yang dilakukan PPS Desa Karossa
pada TPS 8 dan TPS 9 Desa Karossa pada Pemilihan Umum Calon
Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dengan
tanpa melakukan pembukaan daftar hadir C.7 DPK-KPU sebagai data
pembanding, dimana PPS Desa Kamssa dalarn melakuan perbaikan hanya
pada C.l Berhologram dan Cl Plano, hal tersebut disebabkan karena
tidak adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Politik

4. Bahwa kronologis yang sebenarnya pada saat perekapan ditingkat
Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut; Bahwa Teradu VI selaku
Pimpinan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah
mempersiLahkan Teradu I selaku Ketua PPK l(arossa membacakan
Sertifikat Perolehan Suara Kecamatan Karossa (Form DA.1).

5. Bahwa sementara teradu I membacakan form DA.l tersebut, pengadu
mengajukan protes meninta agar teradu I membacakan keberatan saksi
hasil rekapitulasi PPK (.DA.2);

6. Bahwa menanggapi protes pengadu tersebut, maka teradu VI meminta
teradu I untuk menyelesaikan pembacaan Sertiflkat Perolehan Suara
Kecamatan Karossa, narnun oleh karena pengadu terus melakukan protes
maka teradu VI dengan pertimbangan agar pengadu tidak terus-menerus
menggangu jalannya rapat, maka teradu M mempersilahkan teradu I
untuk membacakan form. DA.2 sesuai harapan dan protes pengadu;

7. Bahwa setelah teradu I selesai membacakan forrn. DA.z, maka teradu M
mempersilahkan kembali teradu I untuk form DA.1 sampai selesai. Bahwa
selanjutnya teradu M meminta teradu I membuat jawaban terhadap form
DA.2 yang diajukan oleh pengadu;

8. Bahwa berdasarkan saran dari Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah,
molzo *arairr \/T mamlrrrof Elarita Anoro Damlratrrlon PaLoniftrlosi DDf/

secara keseluruhan untuk diserahkan kepada saksi yang had,ir; Bahwa
oleh karena pengadu tidak puas dan terus melakukan protes dengan
jawaban teradu I atas form DA.2 yang diajukan pengadu, maka terad.u M
mempersilahkan pengadu untuk mengisi form. DB2; Bahwa selanjutnya
l--^*.1; -r'I --1--L; ori;n -^;^.-1r-i- ^--^^-i--1r1'-i^ 1r-.-l-L^*. o-.iq.- Ii----.-L..^
I{arns.sa'

9. Bahwa besar kemungkinan adanya perbedaan antara data DpK yang
Salinan putusm ini tidak bisa dipergunakm sebagai rujukm resmi atau alat bukti.untuk inromrei rebih rmjut, n"o"*,r".il:",1iliiil;,itrSiy&fr:*;#Xr:hmrin No. 14, Jakata pusar 1o350,
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diturunkan KPU kepada PPS untuk selanjutnya ke TPS dengan pemilih
DPK vane hadir di TPS lalu memnsisi C7 DPK disebabkan karena adanya
keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengakomodir Suket sebagai

uasar-urllul( rrrcrillilfr ul lrD u.arr rcspuu IlrasyaraKal sarrS,aL uesai urrLul(
melakukan perekaman atau menggunakan suket;

10. Bahwa majelis mengklarifikasi pernyataan pengadu yang menyatakan
"psra teradu tdgk jujur dgn CiCuge bekerl'gsama dengan pihrk lein ;'ang
rlirrntrrnskan" r,lrn:nr. nenparlrr tidek danst memherikan iewatvrn dan

tidak dapat membuktikan dalil tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan perkara di persidangan dikaitkan
dengan materi aduan pengadu, bukti-bukti surat serta keterangan teradu IV
dan teradu V yang mendukung dalil para teradu, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa para teradu telah berhasil melemahkan aduan pengadu
dan sebaliknya pihak pengadu tidak dapat membuktikan dalil aduannya.

lz.4.flIIcsfnputan Jawaban Teradu IV dan Teradu V
Pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2Ol9 Pukul 09:00 wita diruang sidang
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Jln Pontiku, rimuku kec, Mamuju Kab,
Mamuju, Tim Pemeriksa daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu Republik Indonesia Melaksanakan Sidang pemeriksaan Ke-1
pengaduan Nomor, L52-P / L-DI<PP lW/ 20 19 dengan Perkara Nomor, 148-PKE-
DKPP/VI/?OL9, sidang dihadiri pengadu atas nama Syamsul Bahri, dan
teradu, atas nama Nasaruddin,Ketua PPK kec, Karossa. Richar Arter Ketua
PPS Desa Karossa, NasruI Muhayyang, Anggota KPU Mamuju Tengah, Suryadi
Rahmat Ketua KPU Mamuju Tengah, Abdul Rahman Ketua Panwascam
Karossa, Abdul Jalal Anggota Panwascam Karossa dalam sidang Kode Etik
Provinsi Sulawesi Ekrat.
1. Dalam Pokok aduan Pengadu bahwa teradu 1 s/d 5 mengabaikan Protes
pengadu untuk melakukan perbaikan dengan melakukan pencermatan dan
pencocokan daftar hadir C7 DPK dengan jumlah yang ada dalam kotak suara
DPRD Kab/Kota DPRD Provinsi, dan DPR RI, pada saat perekapan perolehan
suara tingkat kecamatan Karossa.
2. Sanggahan teradu, bahwa telah dilakukan pencennatan dan pencocokan
Data Pemilih DPK dengan pengguna DPK berdasarkan Daftar Hadir C7 DPK,
berdasarkan Permintaan Saksi.

[2.5 I PETTTTTM TTRADU
[2.5.11 Petitum Teradu I
Demikian eksepsi dan jawaban teradu I yang disampaikan dalam sidang
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI)
selanjutnya memohon kepad.a Majelis Pemeriksa untuk berkenal
meqjatuhkan putusan sebagai berikut:
1

,setid ak-tirl aknva d inva ta kan tida k da na t d iterima ;

2. Menyatakan Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Karossa dan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi ringkat Kabupaten Mamuju Tengah Kabupaten Mamsjs
?trr'g,.,i, a'tiaLi. s,rir. ti,r.r^,.^.cr.^r.cr.urir.i Lcic,iu,.' ysri1.-r,d|r 1rr,*ri.^rirr.rg-
f Tnrloaaoa lrnh6 lt-;-1ar.

Salinm putusan ini tidak bisa dipergunakm sebagai rujukm resmi atau alat bukti.
Untuk informsi lebih lanjut, hubungi Sekretais Persidalgm OXpp RI, U. Ug. fl*ln No. 14, Jakrta pusat 1035o,

Telp. {tr21} 31922450, FarL (O2t} 3192245,
F..^;I. i-r-\Il'.- ^^ jl

* ^* ^1 ^l- ^ J,, ^* ,,*+,.L ^^t,.*,1^-.--.-
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3. Membebaskan teradu I dari sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara

Pemilu; atau
4. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

auurrya lex qequo eL oorLot.

12.5.21 Petitum Teradu II
Demikan eksepsi dan jawaban Teradu II yang dlsampaikan dalam sidang
Desran Kehoruatan Pen;lelenggsra Penilu F-epublik Ind.onesia {DI'^PP FJ}

selaniutnva. memohon keoada Maielis Pemeriksa untuk berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan menolak aduan pengadu untuk seluruhnya dan/atau

setidak-tidaknya dinyatakan Udak dapat diterima;
2. Menyatakan Tata Cara, Prosedur dan Mekanime rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah
adalah sah dan memenuhi peraturan perUndangan-Undangan yang
berlaku;

3. Apabila Majelis Pemeriksa berpendadapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya, ld opq[uoo et bono).

[2.5.31 Petihrm Teradu III
Demikian eksepsi dan jawaban teradu III yang disampaikan dalam sidang
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI)

selanjutnya memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan menolak aduan pengadu untuk seluruhnya dan/atau

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah
adalah sah dan memenuhi ketentuan peraturan perUndang-Undangan
yang berlaku;

3. Membebaskan teradu III dari sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu; atau

4. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adihrya lex aequo et bonal.

[2.5.3.41 Petitum Tcmdu III dan V
Bahwa berdasarakan Pejelasan serta kesimpulan yang Teradu IV dan V
paparkan Teradu IV dan V memohon kepada Ketua dan anggota Majelis
sidang dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan
perkara ini sebagai berikut:
1. Menerima Jawaban teradu Untuk seluruhnya
2. Menolak pengaduan teradu untuk seluruhnya
3. Menyatakan para teradu tidak terbukti melakukan pel;anggaran Kode

Etik,
4. Penyelenggara Pemilu.
( 'l\ifpraholtili*aoi aomo lroilz icrozlrr norlo lrodzof rlan morfolrof cemrrlo oforr

6. Apabila vang Mulia maielis sidang Dewan Kehormatan Penvelengmra
Pemilihan Umum Republik Indonesia berpendapat Lain mohon putusan
yang seadil-adilnya.

t^ F A It 
- 

r., t I -t
1-.v.v.vl a 9sLsr aVrggg la

rnernnhon lzcnp,ila Mcielis Pernerilr.se rrnfrrL trcrlrenan rneniafrrhlran nrrtrr.san
sebagai berikut:

Salinan Putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan r*mi atau alat bukti.
Untuk informrei lebih lmjut, hubungi Sekretais Persidmgm DKPP RI, Jl. MH. Thmin No. 14, Jakarta pusat 1O350,

TeIp. (021) 3192245A, Fax (O21) 3t92245,
F--iI. i-al^\Il-- -^ iJ



SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEI{YELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman :

1. Menyatakan menolak aduan pengadu untuk seluruhnya dan/atau
setidak-tidaknva dinvatakan tidak dapat diterima:

2. Menyatakan Tata Cafa, Prosedur dan Mekanisme Rapat Pleno Terbuka
r(cKalJrLurasr rrrrg,Kal r\auulralcfl rvrarrJ.uJu rc[B,arr auatarl tiarr ualr
memenuhi ke tentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

3. Membebaskan Teradu VI dari sanksi Pelanggaran Kode Etik
Fen5relengara Pesrilu; atau

4. Anahila Maielis Pemeriksa tremendanat lain- mohon Dutusan vans seadil-

adilreya lex oeqtto et bono).

[2.6] BITKTT TtRArrU
l2.6.Ll Bukti Teradu I

Kode Bukti Uraian

Bukti T.I-1 : Model DAA1 DPRD kabupaten /Kota, DPR, dan DPRD

Provinsi Kecamatan Karossa;
Bukti T.I-2 : Model DAl Kecamatan karossa
Bukti T.I-3 : Salinan Putusan Bawaslu Sulbar Nomor

04 / AD;td / BWSL.PROV-30.00/ PEMTLU / V / 2OL9;
Bukti T.I_4 : Model DA2 KpU Kecamata Karossa;
Bukti T.I-5 : BA PPK Karossa Nomor O|2/274-PPK.KRS /E,AIIV /2019

tentang Jawaban Atas Keberatan Saksi Pada MODEL
DA2 KPU

Bukti T.I-6 : Mandat Saksi Partai Demokrat Nomor
02 1 / SK/ DPC.pPD/ MATENG/ IV/ 20 1 e ;

12.6.21 Butti Teradu III
Kode Bulti
Bukti T.III-1

Bukti T.III-2

Bukti T.III-3

Bukti T.III-4

[2.6.31 BuAfi Teradu I\I dan V
Kode Buhi
Bukti T.IV-I

D,, Lr-; 'Tt rr .r .t

Bukti T.IV-3

Uralen

Model DA2 KPU Form keberatan saksi Kecamatan
Karossa
BA PPK Karossa Nomor OI2|274-PPK.KRS/BNN 12019
tentang Jawaban Atas Keberatan Saksi Pada MODEL
DA2 KPU
Formulir Adm 2 laporan pelanggaran administrasi;
dengan Pelapor Syamsul Bahri
Salinan Putusan Bawaslu Sulbar Nomor
04l ADMIBWSL.PROV-30.00 {PEMLLU lV l2OL9;
Model DA2 KPU Kecamata Karossa;

Uraian
Form A pengawasan Rekapitulasi dan penghitungan
peroletran suara tingkat kecamatan Karossa untuk desa
-tL"rrUSSa Pa(la II-,J, JrJ, I ,OrYrrz tIaII tJ.
E1^+^l-^-; n-A^l T) /I 1 Dt^-^ J;i-.t t-^*1^^^-7-^-

Formulir C 1 DPRD Provinsi. DPRD Provinsi, DPRD
Kab/Kota, dan DPR RI.
Fotokopi model DA 1 Plano yang diisi berdasarkan
.Formullr u I L,rI{J rrov[lsr. tJrI(J TIOVIIISI, IJrt(U
f/-l^ lt,r^l- .I^F ntlD Dt

Salinm putusil ini tidak bisa dipergunaka sebagai rujukm resmi atau alat bukti.
Untuk informxi lebih lmjut, hubungi Sekretris Persidmgm DKPP RI, Jl. MH. Thmin No. 14, Jakrta Pusat 103SO,

Telp. (o21) 3192245,0, Fax (o21) 3L92245,
Email: infor2ldkpu.qo.id
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Bukti T.IV-4 Berita Acara perbaikan Data TPS 3,5,7,8,9,12 dan 13.
Desa Karossa dari PPK.

t2.6.31 BulEti Teradu VI
Kode Buki Uraian

Bukti T.VI-I : Berita Acara KPU kabupaten Mamuju Tengah Nomor
46 / PL.03.6-BA I 7 606 / KPU-Kab /v / 2oL9 ;

Bukti T.VI-2 : Model DB 2 KPU
Bukti T.VI-3 : Salinan Putusan Bawaslu Sulbar Nomor

04 I AD]r'[ I BWSL.PROV-SO. O0/ PEII,ITLU /V I 2Or9;

III. NTWEITAITGAIT DKPP DAIT KIDI'I'IIKAIT HI,KUM PEITGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah
terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang
diLakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan,
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP)
terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana
berikut:
Kewenangan DKPP

[S.SlMenimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik
Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasa1 155 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan Umum yang
menyebutkan:
DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan
adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Kpu,
anggota KPU Provinsi, anggota KPU KabupatenfKota,, anggota Bawaslu,
anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
selanjubrya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2OL7 mengatur wewenang DKPP untuk:
a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran

kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
b. Memanggil Pelapor, saksi, danlatau pihak-pihak lain yang terkait untuk

dimintai keterangan, termasuk untuk diaintai dokumen atau bukti lain;
c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar

kode etik; dan
d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

rter.enluar]. ol afas, oratur 1eD1[. raruut aanam rasan J ayar. lz) reraLurarl rJl{rr
't'^-*-- '.} ryr^l---- rl^1n -^L---j*^'-- J:--L^l- J--*-- I,^*^r.- * nrrr)n rri^.-^- .,

Tahun 2OL9 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
umum yang menyebutkan penegakan kode etik dilaksana-kan oleh DKpp.

odur4r lJulusat [u uud[ ursa ullJsrBurldat scu d r uJurdr
Untuk informai lebih lanjut. hubungi Sekretuis persidangan OXpFru, U. Ug.

Email: info@;dkpp. go.id

rEsrlx atdu dat uuEu.
Thamrin No- 14, JakartaPusat 1O35O,
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[3.4] Merrimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan
pelanssaran Kode Etik Penvelenggara Pemilu vang ditrakukan oleh Para
Teradu, maka DKPP trerwenang untuk memutus pengaduan acqo;

Kedudukan Hukum
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang
Norncr 7 Tahun 2O!7 gr,-cto Passl 4 zyet {1) Peratt:ren DKPP Nonscr 3 Tahu.n
2AL7 tentane Pedoman Beracara Kode Etik Penvelensgara Pemilihan Umum.
pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu,
tim kampanye, masyarakat, dartf atau pemilih dilengkapi dengan identitas
Pengadu kepada DKPP.

Selanjuteya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (21

Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2OL7 sebagaimana diubah dengan Peraturan
DKPP Nomor 2 Tahun 2OL9 sebagai berikut:

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diqjukan oleh:
a. Penyelenggara Pgrnilu;
b. Peserta Psmilu;
c. Tim Kampanye;
d. Masyarakat; dan/atau
e. Pemilih.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah representasi Partai Politik Gerindra
Kab. Pasangkayu sehingga dapat dikategorikan sebagai peserta pemilu
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3
Tahun 2Ol7 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun
2oL9 tentang Pedoman Beracara DKPP; dengan demikian memiliki
kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan pengaduarl d quo;

[3.fl Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduart a quo,
Pengadu memiliki kedudukan hukum Aegal standing) untuk meng4jukan
pengaduan a euo, maka selanjuteya DKPP mempertimbangkan pokok
pengaduan;

IV. PERTIMBAIIGAIT PUTUSAIT

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pacla pokoknya mendalilkan bahwa
Para Teradu diduga melanggar kode etik atas tindakan sebagai berikut:
[4.1.rJ Bahwa diduga terjadi penggelembungan data pengguna Hak pilih
Daftar Pemilih Khusus (DPK) di rPS s, s,2,8, g, 12, dan 13 untuk DPRD
KabupatenfKota, DPRD Provinsi, dan DpR RI di Desa Karossa d.alam
rolzonifrrloai finnlzot Vcrolmoton llarncso 'tqnrqql C? Anriln1O Danrorlrr falol-r

mengaiukan keberatan kepada Teradu I (Ketua PPK) dan Teradu II {Ketua
PPS) disaksikan oleh Teradu III (Anggota KPU/Korwil kecamatan) Teradu IV
(Ketua Panwascam), dan Teradu v (Anggota panwascam). Namun Teradu I s.d
Teradu V Udak mengindahkan protes Pengadu/Pelapor yang meminta untuk

,'l I .i , I 1 I r I ius4^6u yurual^4rr uurtSqtr 4u@AUAArt lrurrLutrua@u u4u purruvLv^@al uarEr
lrnrlir n-7 npl d .^rloar:. irrrnloh lr'otqlr- srl.r€ DpPn l{atrrrrrofenl]fi.ntg nppn
Provinsi, dan DPR R[. Teradu I, II, dan III tidak mau membuka kotak suara.

Salinm Putusm ini tidak bisa dipergunaka sebagai rujukm rsmi atau alat bukti.untuk inrormai rebih rajut' n"o"*'r"i,f',leli 
5i;t1ffi5}tr'dil ,**:.:hamin 

No' 14, rakata Pusat 1o350,
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Demikian halnya, Teradu IV dan V tidak membuat rekomendasi membuka
kotak suara. padahal menurut Pengadu sanqat ielas teriadi penggelembungan

Data Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Khusus, dimana data pemilih dalam
LrrA rvrurlcl 11. l.rt\-rll'ru teurlr sc(.ur{-rl uarr JuImaII pclr8,8,ulra llat( IJrrr.r lirl\.
Namun pihak Terlapor/Teradu teta.p bersikukuh menetapkan hasil
rekapitulasi yang dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Model DAAI-
DPFI I1qh ll/nta DAA! DPFI F1o-insi clan DAA'! nPE PI cr-linooa

Pelauor/Pensadu membuat nernvataan keberatan vane dituanekan dalam
Formulir DA2-KPU. Teradu I s.d V patut diduga melanggar ketentuan Pasal 6
huruf c, Pasal 378, Pasal 379, dan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2Al7 tentang pemilihan Umum serta Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan DKPP
Nomor 2 Tahun 2OL7 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilu.

14.L.21 Bahwa dalam proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Mamuju
Tengah, Teradu I pada saat mulai membacakan hasil rekapitulasi Kecamatan
Karossa berusaha menyembunyikan adanya kejadian khusus keberatan
Pengadu/Pelapor. Sehingga Pengadu kembali mengajukan protes. Kemudian
Teradu I mulai membacakan, lalu setelah itu dibuat Berita Acara pembefirlan
oleh Teradu VI (Ketua KPU) dan salinannya diserahkan kepada Pengadu.
Seketika itu pula Pengadu meneliti dokumen BA perbaikan, dan ternyata
masih ditemukan kejanggalan sehingga diduga terdapat upaya
menyembunyikan data perbaikan yang sempat diprotes Pengadu pada tingkat
kecamatan Karossa, sehingga Pengadu kembali mengajukan keberatan
dengan mengisi formulir DB-2 KPU. Teradu VI diduga melanggar ketentuan
Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor Nomor 3 Tahun 2OLg tentang
Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu, serta Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang pemilihap Umum serla Pasal 5 dan Pasal 6
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2ot7 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu. Bahwa Atas kejadian sebagimana dalam
pertimbangan 4.1.1 dan 4.1.2, Pengadu mendalilkan para Teradu tidak jujur
dan telah bekerjasama dengan pihak lain yang diuntungkan sehingga
Pengadu mengajukan laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu TSM
ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan laporan diterima Bawaslu Provinsi
untuk dilanjutkan sidang pendahuluan;

14.21 Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya
menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan uraian sebagai berikut:
l4.2.ll Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, clan Tera{u M menjawab
tuduhan Pengadu perihal kesalahan dalam pengisian Cl Hologram, Salinan
Cl dan Cl Plano terkait Data Pemilih yang terdaftar dalam A.DPK KPU tebih
sedikit daripada Pengguna Hak pilih dalam cz DpK, dan Teradu VI yang pada
pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Mamuju Tengah secara tersendiri
rlianmon monrramlrrrnrrilzon foTzio or{onrra lza}raroton Ai tinrltot Tzaoqmo}on

serta perbaikan data vang dilakukan diangsap tidak ontimal. Terad.u I, Teradu
II, Teradu III dan Teradu vI menegaskan Bahwa KppS udak menambahkan
pengguna Hak Pilih K'lP-e1/suket ke dalam Daftar pemilih A.DpK-Kpu.
Teradu I menambahakan keterangan, bahwa petugas KppS tidak mengisi
f t I I r hnYr I : Y7m t rn--t I i t-- t , aj rrvaulqL 

^alvuul /l.ul a\ u46 l,uuSSua^q rltl ur,/, uurrvL JqrrS vuruur Luau|I@! pquq
A DPI{*-I{PIT Terqdrr I II fiI d;ln VI rneniele.slren hqlrura telqh rlilslarlrqn
perbaikan oleh PPS Desa Karossa dengan perbaikan untuk TpS 3, TpS 5, TpS

Salinm putusu ini tidak bisa dipergunakm sebagai rujukm rcmi atau alat bukti.untuk inrorm*i lebih rmjut, n"o"*'r:if.(,iil;;;;*r_tS*fijf 
:ti***n No. 14, rakata pusat 10350,
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7, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa pada Pemilihan Umum Calon Anggota
DPRD. DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenlKot-a berdasarkan data vans
tertuang dalam daftar hadir C.7 DPK-KPU sebagairnana permintaan saksi
rarLitr ruuul( rlar Lc[seL]uL uruur,{.LrKarr uerrS,arr rJcr.lla rluara l\ulllol vLzl zt'+-
PPK.KRS/IV/2O19 tentang Perbaikan Data Pemilih Dalam Daftar Pemilih
Khusus (DPK) di Desa Karossa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa
selar:,jutr;,a langLah perbalhan yang dilakuLan PPS Desa I.-arossa pada 1PS 8
dan TPS 9 Desa Karossa oada Pemilihan Umum Calon Anseota DPRD. DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. yang dengan tanpa melakukan
pembukaan daftar hadir C.7 DPK-KPU sebagai data pembanding, dimana PPS

Desa Karossa dalam melakuan perbaikan hanya pada C.l Berhologram dan
C1 Pliano, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya keberatan yang
diajukan oleh saksi Partai Politik. Bahwa teradu I telah melakukan perbaikan
pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan dengan cara membuka
kotak surat suara dan menyandingkan dengan daftar hadir pemilih yang
terdaftar pada Formulir model C7 DPK dan perbaikan dilakukan pada forrnat
model DAA.1 KPU. Adapun Panitia Pemungutan Suara selaku teradu II {dua)
telah melakukan pendataan terhadap pemillih yang Udak terdaftar pada
Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan pada saat pemungutan suara masih terdapat
pemilih yang tidak terdaftar pada daftar DPK sehingga lebih banyak pengguna
DPK daripada Daftar Pemilih DPK. Sedangkan teradu VI menyatakan pada
saat pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kabupaten telah melakukan perbaikan
terhadap keseluruhan data pemilih dan pengguna hak pilih dan dituangkan
kedalam Berita Acara (BA) namun Pengadu tetap tidak menerima hasil
perbaikan dikarenakan perbaikan dilakukan tingkat TPS. Bahwa
Penyampaian Anggota KPU Divisi Teknis selaku teradu III {tiga} menyatakan
bahwa selisih terjadi dikar-enakan kurang f,ahamnya penyelenggara pada
tingkat KPPS data yang digunakan untuk dafatar pemilih DPK pada salinan
Cl , Cl Hologram dan Cl Plano.

Bahwa Teradu IV dan Teradu V menyanggah pokok aduan Pengadu
dengan secara tegas menyatakan bahwa telah dilakukan pencennatan dan
pencocokan Data Pemilih DPK dengan pengguna DPK berdasarkan Daftar
Hadir C7 DPK, berdasarkan Permintaan Saksi. Jawaban Teradu IV dan V
mengenai tidak dikeluarkannya rekomendasi terhadap PPK Karossa
dalam hal dugaan adanya penggelembungan Daftar pemilih Khusus
adalah karena dalam pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan
Suara Udak mengatur rekomendasi terkait Perbaikan Data Pemilih. Yang
menjadi pokok pengawasan Panwaslu KecamaLan adalah memastikan
PPK menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara
dengan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana diatur
dalam Pasal 16 Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2olg tentang
Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan
ffocil Damilihan f Tmrrm T.li rlolom T onnron LJosil Dpncorrzoson Dalmilrr l\fnmnr

02/LHPIPM.A.OO/]]/12019 taneeal 23 Anril 2079 (Form Model A) disebutkan
bahwa terdapat beberapa TPS dalam wilayah Desa Karossa yang memiliki
jumlah pemilih DPK yang tidak sesuai dengan data pengguna hak pilih,
diantaranya TPS 3, 5, 7, dan 8 sehingga ha1 ini mengundang reaksi dan
1r-^ L*^^3, --.^ .i.-.^ 1r-.- o-,:*-i *i--*-'...y - ;1'-; lII3, .1.--].*^- ].^-] ^^- -.:--|-].Pensqrlrr .sehincros rlisaranlrqn rrnfrrlr dilqlg,rtken ncrhailrqn denc,rn rnelihqf
data pembanding dalam Daftar Hadir DpK (Form Cz DpK). Sehingga hasil

Salinan putusa ini tidak bisa dipergunakm sebagai rujukm rsmi atau alat bukti.
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analisisnya adalah terjadi kesalahan dalam penulisan data pemilih dan data
pensquna hak pilih. Dan akhirnva disimpulkan bahwa tidak ditemukan
ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan jumlah surat suara sah dengan

JLtrlrrarr suraL suara uuaK sarr ucIE,arr Jurrlitlr tr)clluulr yeulE IIrcIrBE,UIlal(irrl IIal(
pilih. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas

Kecamatan yakni Teradu IV dan Teradu V saat rekapitulasi, ketika terdapat
selislh antara Da-+-ar Pemrlih dan Fengguna Hak Pilih urak+ Pani+ia pe'.dlhqn
Kecamatan melakukan rrengecekan dan uertraikan denean cara memtruka
kotak suara dan menyandingkan dengan daftar hadir pemilih C7 DPK.

14.2.21 Bahwa Teradu VI menjel,askan kronologi pada saat Rekapitulasi di
tingkat Kabupaten Mamuju Tengah. Teradu VI selaku Pimpinan Rapat Pleno
Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah rnempersilahkan Teradu I selaku Ketua
PPK Karossa membacakan Sertifikat Perolehan Suara Kecamatan Ifurossa

{Form DA.l), di saat bersamaan, pengadu mengajukan protes meninta agar
teradu I membacakan keberatan saksi hasil rekapitulasi PPK (.DA.2). Bahwa
menanggapi protes pengadu tersebut maka teradu VI meminta teradu I
untuk menyelesaikan pembacaan Sertifikat Perolehan Suara Kecamatan
Karossa, namun oleh karena pengadu terus melakukan protes maka teradu
VI mempersil;ahkan teradu I untuk membacakan form. DA.2 sesuai harapan
dan dan keinginan Pengadu agar Pengadu tidak protes terus menerus. Setelah
teradu I sele,sai membacakan form. DA.z, maka teradu VI mempersilahkan
kembali teradu I untuk membacakan form DA.l sampai selesai. Bahwa
selanjutnya teradu VI meminta teradu I membuat jawaban terhadap form
DA.2 yang diajukan oleh pengadu. Bahwa berdasarkan saran dari Bawaslu
Kabupaten Mamuju Tengah, maka teradu VI membuat Berita Acara
Pembetulan Rekapitulasi PPK secara keseluruhan untuk diserahkan kepada
saksi yang hadir. Karena pengadu tidak puas dan terus melakukan protes
dengan jawaban teradu I atas form DA.2 yang diajukan pengadu, maka teradu
VI mempersflahkan pengadu untuk mengisi form. DB2 dan selanjutrrya
teradu VI selaku pimpinan rapat menetapkan perolehan suara Kecamatan
Karossa. TEradu M menyatakan, kemunglinan adanya perbedaan antara
data DPK yang diturunkan KPU kepada PPS untuk selanjutnya ke TPS
dengan pemilih DPK yang hadir di TPS lalu mengisi C7 DPK disebabkan
karena adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengakomodir Suket
sebagai dasar untuk memilih di TPS dan respons masyarakat sangat besar
untuk melakukan perekaman atau menggunakan suket;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen, dan
fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:
[4.3.U Berkenaan dengan dalil terdapat kesalahan pengisian Data Pemilih
pada Formulir c1 Hologram, salinan c1 dan c1 plano Form A DpK Kpu
jrrlmlolrnrro lolrill opzli'Di* rlorin-.{o Do-mr-o lJolz nili}r dolom l"\ 7 TlpL-WI:l,tI,

terungkan fakta bahwa ketidaksesuaian daftar pemilih kateeori DPI( vang
terdapat dalam Form A DPK-KPU dibandingkan dengan forrn daftar hadir C.Z
DPK-KPU disebabkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2O/PUU-
X\llIlzOLg yang ditindaklanjuti oleh KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor
A m I -- I t: I . yr6nJ L4LLSLL -VLJ JArt6 JJUTIS4AVTUVUU },UAr6SUrrU4rr vurqL rluLurou6.xr UUAqUT arra

el .sehaoei srrqrqf nernilih rrntrrlr rnprlrrcrll?'re]ran helz nilihnrrq Flahrrra alritrsf
Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, jumlah data pemilih dalam DpK Model
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A.DPK-KPU lebih sedikit dari jumlah pengguna hak pilih DPK yang dicatat
dalam form C7 DPK-KPU. Bahwa terhadap adanva kesalahan pencatatan
jumlah pemilih dalam DPK dengan jumlah pengguna hak pilih DPK pada

scrLrrrKal \-l rlarru ul lrD J, rrD c, lrD ,, rrD o, lrD y, rrJ) Lz, llalL rrD lJ
Desa Karossa telah dilakukan perbaikan oleh PPS Desa Karossa pada saat
Rekapitulasi tingkat Kecamatan. Pada TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 12, dan TPS

1" Desa Kqrossa nerhailzen dils.kukan berdasarks.n dzfr-=r hadir C.7 DPK-
KPU. Selaniutnva. di TPS 8 dan TPS g Desa Karossa. PPS iuea telah
melakukan perbaikan C.1 Plano namun tidak menggunakan daftar hadir C.7
DPK-KPU sebagai data pembanding melainkan hanya berpedoman pada C.1.
Hologram dan C.1. Plano. Terhadap peristiwa tersebut Udak ada keberatan
oleh saksi partai politik. Bahwa Teradu I telah menempuh langkah sesuai
prosedur dalam menyikapi keberatan Pengadu pada rekapitulasi tingkat
kecarnetan dan juga telah membacakan hasil perbaikan dalam rekapitulasi di
tingkat kabupaten. Teradu I juga telah memberikan jawaban atas keberatan
yang diajukan saksi pada Pormulir Model DA2-KPU sebagnimryla terdapat
dalam Berita Acara O|2|274-PPK.KRS/BNNl2O19 tanggal 3O April 2OL9.
Bahwa Teradu II selaku Ketua PPS Karossa telah melakukan langkah
perbaikan yang dilakukan oleh PPS dengan memperbaiki C1 Plano
untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12 dan TPS 13. Teradu IV dan
Teradu V menyatakan bahwa terhadap ketidaksesuaian sebagaimana
didalilkan telah memastikan PPK menjelaskan prosedur dan mencocokkan
hasil perolehan suara dengan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2Ol9
dan telah melaporkan hasil Pengawasan Pemilu dalam Laporan Nomor
A2|LHP|PM.0O.00/N/2019. Teradu III dan Teradu VI juga telah membuat
Berita Acara perbaikan terhadap data pemilih dan data pengguna hak pilih
yang dibuktikan dengan Berita Acara Nomor: 461PL.O3.6- BA/7606/Kpu-
Kab/Y/2O19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut DKPP menilai tidak
terdapat bukti adanya penggelembungan suara sebagaimana didalilkan
Pengadu. Para Teradu telah melakukan kewajiban hukum dan etik
melakukan koreksi terhadap selisih jumlah pemilih dalam DPK. Dengan
Demikian pokok aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu
meyakinkan DKPP

14.9.21 Berkenaan dengan dalil aduan yang menyatakan adanya tindakan
menyembunyikan perbaikan penggelembungan data pengguna DPK, dalam
Persidangan terungkap bahwa Teradu M telah memerintahkan Teradu I
untuk membacakan Form DA.Z keberatan saksi hasil rekapitulasi PPK serta
membuat jawaban terhadap Form DA.2 yang diajukan pengadu. Teradu VI
berdasarkan saran dari I(abupaten Bawaslu Mamuju Tengah telah membuat
Berita Acara perbaikan Rekapitulasi melalui Berita Acara Nomor : a6/PL.O3.6-
PA l"76nA lVanr-Woh l\l lOnlo- Aon dicarohl:on lzcnoAo ool:oi 176hC 1" ^.{ i*

Sehubungan dengan keberataa Pengadu. Teradu VI mempersilahkan Pengad.u
untuk mengisi Form D8.2. DKPP menilai bahwa tindakan menyembunyikan
perbaikan penggelembungan data pemilih kategori DPK tidak terbukti. DKpp
menilai keberatan yang disampaikan oleh Pengadu telah ditindaklanjuti
o--*-" .l'-..5*. -^-lr-..io.^^- o-L-5-L^*.- .1.;-'";. .l--l*; 1r-^-L-.-i^ 1r-.*i^.I,-^g
t*trlanaqn Densan Dernilrian nnknlr arltta'n Penoadrr f,rlo]rr terhrrlrti rlan
jawaban para Teradu meyakinkan DKpp.

Salinm putusm ini tidak bisa dipergunaka sebagai rujukm resmi atau alat bukti.
Untuk informxi lebih lmjut, hubungi Sekretris Pereidmgm nfpp ru, .ft. Ug. fh*in No. 14, Jakarta pusat lo35o,

rerp. {02 1} s re3?::g,I= {:: lt 31e224s,



SAUNAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEI.ryELENGGARA PEMILU

Di uh dari

Namun demikian DKPP perlu mengingatkan kepada Para Teradu untuk
meningkatkan kaoasitas' komnetensi' dan profesional untuk penvelenggaraan

Pemilu yang akan datang.

[4.4t Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tida] relevan untuk

mempertimbangkan' 
\.,. rrEglurpr,L,^r!

Berdasarkan oenilaian terhadan fakta vans terunskaD dalam oersidansan

sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu'

memeriksa jawabal dan keterangan Para Teradu, serta memeriksa bukti-

bukti dokumen Penga.du dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelen8gara

Pemilu menyimpulkal bahwa:

15.1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili

pengaduan Pengadu;

lS.Zj e"rrg"au memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

pengaduan a quo;
(5.3) Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VI tidak

terbukti mel,akukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Penyelenggara Pemilu.
Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan di atas,

ilEUUTt SI(Ar
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Nasaruddin selalu Ketua PPK

Kecqrnatan Karossa sejak putusal ini dibacakan
3. Merehabititasi nama baik Teradu II Ricar Arther selaku Ketua PPS Desa

Karossa sejat{ putusan ini dibacakan
4. Merehabilitasi nama baik Teradu III Nasrul Muhayang selaku Anggota

KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan Teradu M Suryadi Rahmat selaku

Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah sejak putusan
ini dibacakan;

5. Merehabilitasi nama baik Teradu IV Abd Rahman selaku Ketua

merangkap Anggota Panwaslu Kecamatan Karossa dan Teradu V Abdul
Jalal selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Karossa sejak putrsan ini
dibacakan

6. Memerintahkan Komisi Pemilihal Umum Kabupaten Mamuju Tengah

r:Ituk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I dan
Teradu II paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan;

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk
mel,aksanakan putusan ini sepa.njang terhadap Teradu Teradu III dan
Teradu VI paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan;

8. Memerintahkan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Mamuju
Tengah untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu IV
;lan Toronrr \/ nolitr loar '7 lfrrilhl hori +arhitrrar eai-lz nrrtrreor iri

dibacakqn: dan
Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihal Umum Republik Indonesia
untuk mengawasi pelalsanaan Putusan ini.

urPqrqo^ou uaEru r\aPaL v tuuarl, ar66v @ uurra4

l(ehnrrnattn Penwelertogrra Pernilihan IJrnrrrn rteLni lfgrinrrn celllnr I{efrrr
merangkap Anggota; Alfrtra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, Ida Budhiati,
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dan Rahmat Bagja, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal

Dua puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan

dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal

DCUCTaS Erutalr Dcptc{uucr Larrurr lJua l\-ruu Dcllluuall creras orclr na'rJunu

selaku ketua merangkap Anggota, Allitra Salam, Teguh Praset5ro, Muhammad,

dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri Pengadu

d.an tidak dihadjn Par+ Teradu.

KETUA
Trd

HarJono

AITGGOTA

Ttd
Alfrtra Selem

Ttd
iluhammad

Ttd
Teguh Praset5ro

Ttd
Ida Budhlati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai

salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDAIY GAN

Osbin Samosir

Purusdr ursa ulPElBuud[ar s€uatsd r uJux4r r 6uu ar4u dat uu[rt.
Untuk infomai lcbih lanju! hubungi Sekretaris Persidanga DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat lO35O,
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